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d : د z{ : ظ h : ه 
z\ : ذ ‘ : ع w : و 
r : ر g : غ y : ي 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
2. Vokal dan Diftong 
Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
xi 
 
Vokal Pendek Panjang 
Fath{ah a ā 
Kasrah i  i> 
D{ammah  u u> 
 
B. Singkatan 
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ABSTRAK 
Nama Penyusun : Ghalib Alydrus 
Nim : 30600108029 
Fak/Jur : Ushuluddin, Filsafat dan Politik/Ilmu Politiik 
JudulSkripsi :“Analisis Konsep Wilayatul Faqih Dalam Pemikiran Politik 
Ayatullah Imam Khomaeni” 
 
Penelitian ini mengangkat konsep tentang Wilayatul Faqih dalam pemikiran 
Ayatullah Imam Khomaeni. Wilayatul Faqih menjadi bahan perbincangan 
dikalangan pemikir-pemikir pro demokrasi. Seiring dengan itu tuntutan demokrasi 
cukup deras dari dunia Internasional. Dalam rangka menjawab permasalahan diatas, 
penulis mencoba melihat Wilayatul Faqih secara teoritis dan penerapannya di 
Republik Islam Iran. Ayatullah Imam Khomaeni dalam merumuskan Wilayatul 
Faqih tidak mengabaikan hak-hak rakyat. Peran ulama dan rakyat dibutuhkan dalam 
roda pemerintahan di Republik Islam Iran, hal ini dapat dilihat dari beberapa 
momentum pemilu yang terselenggara di Negeri Mullah tersebut. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan cara 
mengumpulkan data-data melalui buku-buku, literatur serta referensi yang berkaitan 
dengan pembahasan dalam skripsi ini. Berdasarkan buku-buku, literatur serta 
referensi, penulis melakukan analisis terhadap data-data yang dikumpulkan. Hal 
demikian penulis lakukan guna mengungkap berbagai teori, pandangan hidup dan 
pemikiran-pemikiran orisinal sang tokoh.  
Hasil penelitian ini menggambarkan tentang konsep Wilayatul Faqih yang 
secara struktural memiliki persamaan dengan sistem pemerintahan demokrasi. 
Pemikiran politik Ayatullah Imam Khomaeni tersebut menjelaskan bahwa 
kekuasaan mutlak ada ditangan Allah swt.. Namun, beliau tidak mengabaikan rakyat 
dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan mengingat rakyat adalah salah 
satu instrumen  suatu pemerintahan. 
Kata Kunci : Wilayatul Faqih, Pemikiran Politik, Imam Khomaeni 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Khasanah pemikiran dalam dunia Islam telah membawa para filosof muslim 
dan ulama untuk berfikir keras dalam menyelesaikan permasalahan yang hadir 
ditengah-tengah umat Islam. Hegemonisasi Barat terus berkembang kepada umat 
muslim dengan corak pemikiran yang telah jauh dari nilai-nilai Islam, mulai dari 
berpakaian, gaya hidup hingga pemikiran sekularisme. Hal seperti demikian sangat 
mudah terpolarisasi kepada umat muslim sehingga umat muslim mengalami 
kemunduran ilmu pengetahuan, menjadikan tali persaudaraan sebagai pertimbangan 
terakhir dalam bertindak serta melupakan beberapa hal yang menjadi pesan-pesan 
Rasulullah saw.. Bangsa Barat yang didominasi oleh agama Yahudi dan Nasrani telah 
menunjukkan apa yang telah disampaikan QS. al-Baqarah ayat 120 yang berbunyi: 
                  
                        
         
Terjemahnya: 
Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga 
kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah 
Itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti 
kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak 
lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. (QS. al-Baqarah [2]: 120). 
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Berdasarkan ayat di atas penulis melihat bahwa mereka (Yahudi dan Nasrani) 
tidak akan pernah berhenti untuk melakukan hal yang sesuai dengan keinginannya 
termasuk imperialisme, baik secara materil maupun moril. Dan harus diakui bahwa 
mereka mempunyai pengaruh yang lebih besar dari yang dibayangkan orang.1 Ayat di 
atas menjelaskan berkenaan dengan agama, tetapi penulis melihat pada sisi 
kebudayaannya sebab hari ini mereka memasukkan ideologinya melalui budaya. Bagi 
penulis, tidak masalah mengadopsi budaya lain akan tetapi semua itu harus tetap 
menyadari perbedaan aneka ragam budaya yang masuk ditengah-tengah masyarakat.  
Sebuah kekeliruan, dikarenakan aneka ragam budaya yang masuk tidak 
tersaring dengan baik sehingga dapat menjadi wabah penyakit ditengah-tengah 
masyarakat dalam melemahkan iman. Hal paling kecil yang dapat dilihat adalah 
proses hegemonisasi model-model pakaian yang tidak sesuai dengan karakteristik 
budaya Indonesia secara khusus dan budaya Timur secara umum. Parahnya,  
dipropagandakan sebagai sesuatu yang modern dan yang mengingkarinya dianggap 
tertinggal. Hal ini sama ketika mereka menjadikan demokrasi sebagai sistem 
pemerintahan nomor satu dipenjuru dunia sehingga jauh lebih mudah memahami 
perjuangan kelompok-kelompok pro demokratis untuk menerapkan demokrasi yang 
substansial karena tersandra kaum kapital daripada mencoba berfikir tentang adanya 
sistem alternatif yang lebih adil dan manusiawi.  
                                                          
1Imam Khomaeni, Palestina Tragedi Keterhinaan Kaum Muslim, (cet. 2;  Jakarta: Zahra, 
2009)h. xviii 
3 
 
Berdasarkan aspek sejarah, dunia pernah disibukkan dengan Perang Dunia I 
dan Perang Dunia II yang semuanya dipertautkan sebagai perang ideologi, perang 
ideologi yang dimaksud adalah perang antara ideologi kapitalisme dan sosialisme 
yang belakangan kapitalisme mendominasi dunia. Bangsa Barat menjadikan sistem 
demokrasi sebagai sampul gerakannya agar mudah diterima disetiap negara-negara, 
akan tetapi pada dasarnya yang ingin diterapkan adalah sistem kapitalisme itu sendiri.  
Disuarakanlah demokrasi sebagai sistem politik yang paling baik dari segi 
peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat serta dalam tatanan pemerintahannya 
sehingga kiranya negara-negara berkewajiban untuk menggunakan sistem tersebut. 
Hal ini terbukti 2 tahun terakhir ini ketika bola salju protes rakyat yang terjadi di 
negara-negara Timur Tengah yang telah lama dipimpin oleh penguasa yang tirani. 
Jika diamati lebih cermat, ada pola yang hampir sama terkait gelombang protes rakyat 
tersebut. Demokratisasi menjadi sebuah ikon yang paling digembar-gemborkan 
sebagai tuntutan rakyat.2 
Peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara Timur Tengah dalam kacamata 
internasional pasti mempunyai pengaruh terhadap posisi bangsa Barat yang disisi 
lain, pro terhadap pemerintah namun juga pro terhadap kubu oposisi. Isu hangat yang 
mereka angkat yakni menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam negara dan 
menenggelamkan sistem diktatorian yang sangat haus akan kekuasaan dan harta.  
                                                          
2Jurnal Al-qurba Edisi Ragam Pemikiran Politik Islam (Oktober 2011-Vol.2 No.1)hal. 49. 
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Black campain terhadap para penguasa Timur Tengah terus dipropagandakan 
di media internasional hingga akhirnya terjadilah revolusi di sebagian negara Timur 
Tengah, terjadinya revolusi membuat rakyat berada dalam puncak kesenangan karena 
telah menjatuhkan penguasa. Kesalahan yang terjadi di negara Timur Tengah yakni 
minimnya fasilitas sarana dan prasarana pasca revolusi sehingga yang terjadi 
hanyalah perubahan gerak aksidental, efek pasca revolusi pun tidak terlalu 
mempengaruhi masalah-masalah penting dalam tatanan negara. 
Revolusi yang terjadi di Timur Tengah sangat berbeda dengan revolusi pada 
Tahun 1979. Ketika dunia disibukkan untuk menata kembali negaranya masing-
masing pasca perang dunia kedua. Terjadi peristiwa yang menggegerkan dunia yakni 
sebuah revolusi yang didasari oleh nilai-nilai aqidah Islam,3 dan membuat bangsa 
Barat tidak percaya tentang hal tersebut mengingat revolusi besar dunia hanya 
dilakukan oleh aliran pemikiran non agama seperti revolusi industri di Inggris 
maupun revolusi sosialis di Amerika Latin. Revolusi Islam tersebut terjadi di daratan 
Timur Tengah yang saat ini disebut Negara Republik Islam Iran. 
Ayatullah Imam Khomaeni memiliki jiwa yang bersih dan senantiasa 
menjadikan spirit juang Rasulullah saw. sebagai spiritnya sehingga beliau mampu 
melakukan revolusi Islam di Iran dengan konsep yang disebut wilayatul faqih. 
Wilayatul faqih adalah sebuah sistem politik yang didalamnya termuat nilai-nilai 
Islam dalam penerapannya sehingga tidak membawa masyarakat pada kesengsaraan 
                                                          
3Asy Syekh Muhammad Mandhur Nu’mani,  Revolusi Iran dalam Timbangan Islam. (cet. 1; 
Jakarta : Amarpress, 1988)h. 1 
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dunia yang tidak berakhir.4 Sejak tahun 1979, wilayatul faqih masih tetap bertahan, 
hal ini memperkuat asumsi bahwa Islam memiliki sistem politik yang tidak kalah 
baik dari sistem politik yang ditawarkan oleh bangsa barat. 
Berbeda dengan pembahasan sebelumnya, revolusi yang terjadi di Timur 
Tengah yang dijelaskan penulis diatas adalah revolusi yang bersifat aksiden 
dikarenakan pasca revolusi masih banyak masalah-masalah susbstansi dalam tatanan 
kenegaraan yang belum terselesaikan, sedangkan revolusi yang terjadi di Republik 
Islam Iran telah membuktikan bahwa perubahan yang terjadi adalah perubahan 
substansi sebab pra revolusi segala sarana dan prasarana telah siap sehingga ketika 
revolusi dilaksanakan secara kolektif oleh masyarakat disana, para pelaku revolusi 
tidak disibukkan lagi untuk berfikir tentang tatanan pemerintahan. Hal ini mirip yang 
dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. yang melakukan revolusi di daratan Arab 
dengan telah menyiapkan segala sesuatu hal yang berasal dari Allah swt. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, serta untuk 
memperjelas isi skripsi ini, maka penulis akan merumuskan dan membatasi beberapa 
permasalahan yang relevan dengan judul skripsi ini yang terdiri dari permasalahan 
pokok yakni “analisis konsep wilayatul faqih dalam pemikiran politik Ayatullah 
Imam Khomaeni”. Berdasarkan pokok tersebut di atas, penulis akan memilih dua 
rumusan masalah sebagai berikut: 
                                                          
4Muhammad Iqbal dan Amin Husan Nasution, Pemikiran Politik Islam dari masa Klasik 
hingga Indonesia Kontemporer.(Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 13. 
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1. Bagaimana konsep wilayatul faqih dalam pemikiran politik Ayatullah Imam 
Khomaeni? 
2. Bagaimana demokrasi dalam pandangan Ayatullah Imam Khomaeni dan 
penerapannya di Republik Islam Iran?  
C. Pengertian Judul 
Untuk menghindari adanya kesalahan dalam memahami judul ini, maka 
penulis memandang perlu untuk mengemukakan pengertian judul sikripsi ini. Adapun  
judul sikripsi yang dimaksud adalah “analisis konsep wilayatul faqih dalam 
pemikiran politik Ayatullah Imam Khomaeni”. 
Kata analisis memiliki makna yang berbeda setiap bidang. Namun, penulis 
menggunakan pengertian analisis menurut kamus besar Bahasa Indonesia. Analisis 
adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu 
sendiri serta hubungan antarbagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan 
pemahaman arti keseluruhan.5 
Defenisi konsep adalah Rancangan yang ditulis yang sifatnya sebagai 
gambaran awal; cita-cita yang telah ada dalam benak ataupun pikiran.6 
Wilayatul Faqih berasal dari dua kata yakni Wilayah dan Faqih. Kata Wilayah 
dalam bahasa Arab berasal dari kata Wali yang memiliki makna sebagai teman, setia/ 
berbakti, pendukung atau penyokong. Sedangkan makna yang lain kata wilayah ialah 
kekuasaan (tertinggi) dan penguasaan, kepemimpinan dan pemerintahan. Kata 
                                                          
5Tim primapena “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia” (gitamedia press) h. 50. 
6Eka Yani Arfina “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Baru” (tiga dua surabaya) h.224. 
7 
 
wilayah dalam Wilayatul Faqih bermakna pemerintahan dan administrasi atau 
pengelolaan. Kata Faqih dimaknai sebagai kepahaman, kepahaman terhadap sesuatu 
perkara bidang ilmu. Dengan kata lain, jika seseorang itu benar-benar memahami 
sesuatu disiplin ilmu itu, maka dia digelar sebagai fuqaha atau faqih dalam ilmunya. 
Wilayatul Faqih adalah sebuah sistem pemerintahan yang dipegang oleh para 
faqih(ulama) sebagai pelanjut garis kenabian dan keimamahan dalam mazhab syiah 
Imamiyah yang berlaku di Negara Republik Islam Iran.7 Pemikiran biasanya 
termaknai sebagai predikat ataupun obyek, pemikiran yang bersifat predikat adalah 
sebuah interpretasi terhadap teks dan konteks sedangkan pemikiran yang bersifat 
obyek adalah kesimpulan dari interpretasi itu sendiri. 
Politik dalam bahasa arabnya disebut “siyasah” atau dalam bahasa inggrisnya 
“politics” sehingga politik itu sendiri berarti cerdik atau bijaksana.8 Asal mula kata 
politik itu sendiri berasal dari kata “polis” yang berarti “Negara Kota” dengan politik 
berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan 
itu timbul aturan, kewenangan, dan akhirnya kekuasaan.9 Secara terminologi, politik 
adalah sesuatu yang membicarakan tentang bagaimana meraih kekuasaaan serta 
menjalanan kekuasaan dengan metode-metode efektif. Politik memiliki beberapa 
konsep-konsep pokok, seperti negara (state), kekuasaan (power), Pengambilan 
                                                          
7Sabara Nuruddin, Sistem Wilayatul Faqih: Telaah Kritis atas Pemikiran Ayatollah 
Khomaeni(Studi Analisis Dengan Pendekatan Siyasah Syar’iyyah), skripsi, fakultas Syariah IAIN 
Alauddin Makassar,2005,h.8 
8Inu Kencana Syafiee, Ilmu Politik. (cet  1; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000)h. 18 
9Ibid, h. 19 
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keputusan (decisionmaking), Kebijaksanaan (policy) dan Pembagian (distribution) 
atau lokasi (allocation).10 
Ayatullah Imam Khomaeni adalah seorang filofos muslim sekaligus ulama 
yang menggetarkan dunia pada tahun 1979 berkat revolusi yang diprakarsainya di 
Negara Republik Islam Iran. Ia adalah seorang penulis yang bukunya telah ditranslate 
kebeberapa macam bahasa dan telah berkomitmen untuk menyampaikan pesan-pesan 
Allah swt. melalui Rasulullah saw. agar Kalimat-Nya membumi. Bagi orang-orang 
Iran beliau adalah tokoh yang selalu dikenang sebab telah melepaskan bangsa Iran 
dari derasnya arus kediktatoran penguasa. 
Analisis konsep wilayatul faqih dalam pemikiran politik Ayatullah Imam 
Khomaeni adalah penguraian serta penelaahan teks dan konteks terhadap konsep 
wilayatul faqih yang digagas oleh Ayatullah Imam Khomaeni. 
D. Tinjauan Pustaka 
Dalam penulisan skripsi ini Penulis merujuk kepada karya-karya atau hasil 
penelitian tentang Wilayahtul Faqih. Ayatullah Imam Khomaeni menulis buku 
“Hukumat Islami” dalam bahasa Persia yang kemudian diterjemahkan kedalam Buku 
“Pemikiran Politik Islam dalam Pemerintahan” yang diterbitkan oleh Shadra Press. 
Dalam buku ini memuat tentang standar-standar tatanan pemerintah yang sesuai 
dengan kriteria Islam dan menjadikan seorang Faqih sebagai kepala pemerintahan. 
                                                          
10Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik. (cet 30; Jakarta: PT.Gramedia Pustaka 
Utama,2007)h. 9 
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“Revolusi Iran dalam Timbangan Islam” yang tulis oleh Asy Syekh 
Muhammad Mandhur Nu’mani. Dalam buku ini banyak menjelaskan tentang 
pahaman Syiah yang melandasi revolusi Islam Iran. Pahaman Syiah yang dimaksud 
adalah pandangannya terhadap konsep Imamah yang dijadikan salah satu pokok iman 
dan hal tersebut berlaku pada tindakan politik maupun Fiqh secara umum. 
“Negara Ilahiah, suara Tuhan suara Rakyat” yang dikeluarkan oleh Mehdi 
Hadavi Tehrani, Professor of Internasional Center of Islamic Studies. Buku ini ingin 
menjawab tentang benarkah suara Tuhan mengikut suara rakyat? Dan menjadikan 
demokrasi liberal sebagai perbandingan kajian yang mengabaikan hak-hak minoritas. 
Buku ini sangat menarik sebab melakukan pengkajian tentang tokoh-tokoh yang 
membicarakan masalah Wilayahtul Faqih sebelum Ayatollah Imam Khomaeni. 
“Sistem Politik Islam” yang ditulis oleh Sayid Muhammad Baqir ash-
Sahadar.Buku ini mengkaji model pemerintahan Islam, menyodorkannya sebagai 
alternative yang layak, dan sekaligus membuktikan keunggulannya sebagai the only 
solution untuk mengatasi problem kemanusiaan dibidang pemerintahan. Buku ini 
memuat tentang struktur doktrin pemerintahan Islam, individu, keimanan, nilai moral 
hingga perkembangan ijtihad dan Imamah, serat implementasi dan pilihan bentuk 
pemerintahan Islam. 
“Sistem Wilayatul Faqih: Telaah Kritis atas Pemikiran Ayatullah Khomaeni 
(Studi Analisis Dengan Pendekatan Siyasah Syar’iyyah)” salah satu skripsi yang juga 
membahas tentang konsep wilayatul faqih dengan menggunakan pendekatan siyasah 
syar’iyyah. Skripsi ini ditulis oleh saudara Sabara Nuruddin, ia adalah sarjana lulusan 
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Fakultas Syariah. Dalam Skripsi ini, ia banyak membahas tentang landasan dasar, 
bentuk dan struktur pemerintahan serta peranan Ulama dan masyarakat dalam 
pemerintahan Wilayatul Faqih. Perbedaan skripsi Kanda Sabara Nuruddin dengan 
skripsi yang dibuat oleh Penulis yakni Penulis membahas tentang awal munculnya 
konsep Wilayatul Faqih serta bagaimana tindakan seorang Imam Khomaeni dalam 
melihat demokrasi serta penerapan Wilayatul Faqih di Negara Republik Islam Iran. 
Buku-buku di atas penulis jadikan rujukan utama, sekaligus tambahan dari 
beberapa literatur lain yang menyangkut dengan skiripsi ini. 
E. Kerangka Teori 
Berdasarkan rumusan masalah, maka penulis akan memaparkan beberapa 
teori  yang menjadi kajian dalam penelitian ini : 
1. Kekuasaan 
Ilmu politik sejatinya berbicara tentang beberapa hal seperti Negara, 
Kekuasaan, Pengambilan keputusan, kebijksanaan, pembagian, serta 
pemerintahan. Namun dalam kajian saat ini penulis ingin yakni memaparkan teori 
kekuasaan serta beberapa sumber kekuasaan yang menjadi legitimasi pemimpin 
dalam menjalankan roda pemerintahan. 
Kekuasaan adalah sebuah kegiatan yang akan membawa kita dalam suatu 
tindakan yang memiliki relasi terhadap merebut atau mempertahankan suatu 
kedudukan. Deliar Noer dalam pengantar ke pemikiran politik: ”ilmu politik 
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memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau 
bermasyarakat”.11 
Dan hal ini tidak hanya pada satu aspek bidang saja seperti hukum, namun 
hampir disemua aspek bidang. Adapun teori kekuasaan yang penulis gunakan 
dalam skripsi ini yakni kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk 
menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus 
menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau 
golongan-golongan tertentu.12 Sesuai dengan defenisi ini maka penulis melihat 
bahwa penting bagi kita untuk mengetahui beberapa sumber-sumber kekuasaan 
yang dijelaskan dibawah ini : 
a. Legitimate power (kekuasaan yang diperoleh melalui pengangkatan)  
b. Coersive power (kekuasaan yang diperoleh melalui kekerasan) 
c. Expert power (kekuasaan yang diperoleh melalui keahlian seseorang) 
d. Reward power (kekuasaan yang diperoleh melalui pemberian) 
e. Reverent power (kekuasaan yang diperoleh melalui daya tarik seseorang) 
f. Information power (kekuasaan yang diperoleh melalui informasi global) 
g. Connection power (kekuasaan yang diperoleh melalui hubungan).13 
Berdasarkan Teori di atas penulis melihat bahwa sumber kekuasaan yang 
Imam Khomaeni raih melalui legitimate power. Sebab, Imam Khomaeni memiliki 
                                                          
11Ibid., h. 10 
12Inu Kencana Syafiie, op. cit., h. 53 
13Ibid., h. 54 
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kecakapan intelektual dan spritual sehingga rakyat Iran merasa adanya sebuah 
tarikan atau dorongan simpatik terhadap beliau. Imam Khomaeni memiliki 
kharismatik yang cukup tinggi baik kawan maupun lawan.  
2. Imamah 
Imamah adalah pembahasan amat penting dalam kalangan syiah namun 
tidak bagi kalangan sunni. Pentingnya membahas tentang Imamah adalah logika 
yang tak terbantahkan, minimal masyarakat membutuhkan intelektual dan 
pemimpin untuk menyadarkan maasa akan diskriminasi, kontradiksi, dan ketidak 
adilan, sehingga adapat terjadi gerakan dialektika.14 Imamah adalah sebuah 
konsekuensi logis tentang tatanan sosial karena faktanya masyarakat 
membutuhkan kepemimpinan, bimbingan dan imamah.15 
Imamah bukanlah jabatan formal namun juga mencakup semua urusan 
duniawi dan spiritual.16 Oleh karena itu, seorang yang menduduki jabatan imamah 
dituntut untuk memiliki keluasan pengetahuan secara duniawi maupun spiritual. 
Imamah sering dilekatkan dengan kata “pemimpin atau pembimbing”, dalam 
artian seorang pemimpin yang sifatnya membimbing atau melayani bukan untuk 
menguasai atau mengatur. Sebuah konsekuensi logis yang harus dijalankan ketika 
memiliki pemimpin yakni menaati pemimpin, seperti yang disampaikan oleh 
firman Allah swt. dalam QS. an-Nisa ayat 59: 
                                                          
14Murtadha Muthahhari, “Tafsir” Holistik Kajian Relasi Tuhan, Manusia dan Alam’ (cet. 1; 
Jakarta: penerbit Citra, 2012)h. 571 
15Ibid., h. 572 
16Ibid.,  h. 578 
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                   
                     
           
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan 
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya..”.(QS. an-Nisa [4]: 59) 
Berdasarkan ayat di atas Allah swt. memerintahkan kita untuk menaati 
Allah swt., Rasulullah saw. dan Ulil Amri. Imam al-Mawardi dalam kitab tafsirnya 
mengartikan kalimat "ulul amri". Pertama, ulil amri bermakna umara (para 
pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan). Kedua, ulil 
amri itu maknanya adalah ulama dan fuqaha. Ketiga, Pendapat dari Mujahid yang 
mengatakan bahwa ulil amri itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah saw. (Tafsir al-
Mawardi, jilid 1, h. 499-500).17 Kaitan penjelasan imamah diatas dengan tafsir al-
Mawardi maka “ulil amri”dalam konteks keimamahan ialah seorang ulama 
sekaligus urama. Dari uraian di atas konsep Imamah inilah yang erat kaitannya 
dengan Wilayatul Faqih menurut Imam Khomaeni. 
 
 
                                                          
17http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/isnet/Nadirsyah/ulilamri.html, diakses pada tanggal 20 
Februari 2013 
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3. Demokrasi 
Kerangka teori yang terakhir yakni “Demokrasi”, demokrasi secara 
etimologinya berarti “rakyat berkuasa” government ur roleby the people(kata 
yunani demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa).18 
Demokrasi dimaknai sebagai “oleh rakyat”, “dari rakyat” dan “untuk rakyat” 
sehingga dasar-dasar dari demokrasi adalah sebagai berikut : 
a. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain dari 
menjalin hak-hak individu, harus menentukan pula cara proseduril untuk 
memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin, 
b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (independent and 
impartial tribunals), 
c. Pemilihan umum yang bebas,  
d. Kebebasan berpendapat, 
e. Kebebasan untuk berserikat/ berorganisasi dan beroposisi, 
f. Pendidikan kewarganegaraan (civil education).19 
Hal di atas inilah yang kemudian menjadikan demokrasi menjadi suatu sistem 
politik yang hari ini dikatakan sebagai sistem politik yang pro terhadap rakyat. 
Keterkaitan antara demokrasi dengan Wilayatul Faqih terletak pada penerapannya, 
Imam Khomaeni adalah orang sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan sehingga 
                                                          
18Miriam Budiarjo.  op. cit., h. 50 
19Ibid, h. 60 
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dalam penerapan Wilayatul Faqih di Republik Islam Iran melibatkan rakyat yang nati 
akan dibahas lebih jauh pada Bab IV.  
F. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan studi pustaka, 
library research. Penulis menggambarkan konsep Wilayatul Faqih, bagaimana 
Imam Khomaeni memandang demokrasi serta penerapannya di Republik Islam 
Iran. 
2. Metode penelitian 
Adapun metode penelitian yang penulis terapkan dalam menyusun 
skripsi ini ialah; 
a. Metode pengumpulan data 
Penelitian ini, penulis menerapkan metode library research atau 
kepustakaan,20 yaitu menggunakan buku-buku, jurnal, laporan 
penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan 
tema skripsi sebagai sumber atau literatur. Pengumpulan data 
dilakukan dengan mengutip sumber atau literatur, Adapun teknik 
penulisannya yaitu: 
                                                          
20Sabara nuruddin, op. cit., h.11 
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1) Kutipan langsung yaitu mengambil pendapat para ahli atau karya 
orang lain tanpa merubah kalimat dan redaksinya.21 
2) Kutipan tak langsung yakni mengambil karangan para ahli dan 
pendapat orang lain dengan menggunakan perubahan-perubahan 
yang diperlukan tanpa mengubah maksud yang sebenarnya dari 
pendapat tersebut.22 
Pengumpulan data data dilakukan dengan mengunjungi beberapa 
tempat : 
1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
2) Perpustakaan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN 
Alauddin. 
3) Perpustakaan Universitas Hasanuddin Makassar. 
4) Perpustakaan wilayah kota Makassar. 
5) Iran Corner. 
b. Metode Analisis Data 
Agar data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahasan yang akurat, 
maka penulis menggunakan metode pengolahan dan analisis data 
sebagai berikut: 
1) Metode deduktif, yakni menganilisis data yang bersifat umum  
kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. 
                                                          
21Ibid. h.11 
22Sabara nuruddin, loc. cit. 
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2) Metode komparatif, yakni membandingkan data yang satu dengan 
data yang lain, untuk memperoleh data yang lebih akurat. 
G. Tujuan dan Kegunaan 
Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka kajian skripsi ini 
memiliki tiga tujuan, yakni: 
1. Mengenalkan kepada para pembaca tentang Wilayatul Faqih sebagai konsep yang 
dicetuskan oleh Ayatullah Imam Khomaeni. 
2. Memaparkan tentang konsep Wilayatul faqih dalam pemikiran politik Ayatullah 
Imam Khomaeni sebagai landasan sistem pemerintahan Islam. 
3. Menggambarkan tentang pandangan Ayatullah Imam Khomaeni tentang 
demokrasi serta penerapannya di Republik Islam Iran. 
Dengan tercapainya tujuan yang diharapkan, maka diharapkan pula agar 
pembahasan skripsi ini berguna untuk kepentingan ilmiah, dan praktis. 
1. Kegunaan ilmiah, yakni agar skripsi ini menjadi sumbangan khasanah 
pemikiran Politik Islam, serta dapat dijadikan sebagai literatur dan dapat 
dikembangkan pembahasannya lebih lanjut. 
2. Kegunaan secara praktis, yakni sebagai syarat untuk meraihkan gelar sarjana di 
Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin 
Makassar. 
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H. Garis-Garis Besar Isi Skripsi 
Pada penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, satu bab pendahuluan, dua 
bab pembahasan dan satu bab penutup. 
Bab pertama membahas tentang latar belakang  masalah, rumusan masalah, 
dan lain sesuai dengan petunjuk panduan penulisan skripsi. Dalam rumusan masalah 
penulis banyak menggambarkan tentang persoalan internasional yang dibenturkan 
dengan persoalan keislaman sebagai khasanah pengkajian penulis. 
Bab dua, dalam bab ini penulis banyak berbicara tentang Biografi Ayatullah 
Imam Khomaeni sebagai sosok penggagas konsep Wilayatul Faqih. Selain itu, 
penulis juga akan memaparkan tentang bagaimana penerapan konsep tersebut di 
Negara Republik Islam Iran. 
Bab tiga, penulis akan menjabarkan secara detail tentang konsep Wilayatul 
Faqih. Mulai dari latar belakang lahirnya hingga bentuk dan struktur pemerintahan 
dalam konsep Wilayatul Faqih. 
Bab empat, penulis akan menyajikan tentang demokrasi dalam pandangan 
Ayatullah Imam Khomaeni serta penerapannya di Republik Islam Iran sebagai 
Negara yang menjalankan Wilyatul Faqih. 
Bab lima, dalam pembahasan bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. 
Nantinya penulis akan menyimpulkan isi dari skripsi, agar pembaca bisa paham 
tentang apa saja yang saya tuangkan dalam skripsi ini. Dan lupa pula penulis akan 
menulis beberapa saran yang nantinya akan berguna dikemudian hari. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM 
A. Biografi Ayatullah Imam Khomaeni 
Ayatullah Sayyid Ruhullah Musawi Khomeini lahir pada tanggal 20 Jumadil 
Akhir 1320 H (24 September 1902) di kota Khomein, provinsi Markazi, Iran tengah.1 
Pada dasarnya keluarga Imam bukanlah penduduk asli Iran karena kakek beliau 
adalah seorang imigran dari India. Kakek Imam Khomeini bernama Sayyid Ahmad 
Musawi Hindi, lahir dan bermukim di Kintur yang daerahnya tidak jauh dari 
Lucknow di kerajaan Qudh, yang penguasanya adalah pengikut Syi’ah Dua Belas 
Imam. Perjalanan sang kakek ke Najaf singgah disebuah daerah yang bernama 
khomein, beliau menikah disana bersama seorang wanita yang bernama Sakinah. 
Pernikahan beliau dikaruniai 4 orang anak diantaranya adalah ayah sang Imam.  
Nama Ayah sang Imam adalah Almarhum Sayyid Mustafa Musawi Khomaeni 
yang dikenal sebagai tokoh agama sedangkan Ibunya adalah Hagar Agha Khanom.2 
Sayyid mustafa terkenal sebagai sosok yang menjadi penopang serta benteng bagi 
para kaum tertindas. Imam Khomaeni adalah pribadi agung yang menjadi pewaris 
kemuliaan para bapak dan datuknya yang selalu mengabdikan diri untuk 
                                                          
1Yamani, Wasiat sufi Ayatullah Khomaeni, (Cet 1; Bandung : Mizan, 2001) h. 24 
2Riza Shihbudi. Biografi Politik Imam Khomaeni. (Cet 1; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
1996), h. 36 
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membimbing umat. Imam Khomaeni adalah seorang sayyid yang dalam darahnya 
terdapat darah Rasulullah saw.3 
Imam Khomaeni Lahir di tengah-tengah keluarga yang sangat faham tentang 
agama serta pejuang yang tak pernah berhenti membela kaum tertindas. Ini terbukti, 
ketika beliau berusia 9 bulan, ayahnya dibunuh karena menentang Dinasti Qajar.4 
Pada usia 15 tahun, Imam kehilangan belaian kasih sayang sang ibu sehingga beliau 
diasuh oleh bibinya yang bernama Shahibah Hanum. Tak lama kemudian bibinya 
juga menyusul kedua orang tuanya. Sejak kecil, memang Imam sudah terbiasa dengan 
derita anak yatim piatu dan mengenal arti syahid. Ia diasuh oleh kakak laki-lakinya, 
yaitu Ayatullah Sayyid Murtadha Pasandideh.5 
B. Ayatullah Imam Khomaeni Pra dan Pasca Revolusi Islam di Iran 
Imam Khomaeni mulai dikenal oleh banyak kalangan pada dinasti pahlevi 
sedang dalam keadaaan sekarat.6 Orang-orang mengenal ia selalu menghubungkan 
beliau dengan Syiah dan Revolusi Islam. Syiah adalah salah satu mazhab dalam Islam 
yang menyakini bahwa Imam Ali dan keluarganya berhak menjadi Imam pasca 
wafatnya Rasulullah saw.7 Kalangan syiah sangat menjunjung tinggi amanah 
keimamahan bahkan menjadi salah satu dasar agama (Ushuluddin) mereka dalam 
                                                          
3Yamani. loc, cit. 
4Riza Shihbudi. Dinamika Revolusi Islam Iran. (cet 1; Jakarta: PustakaHidaya, 1989), h. 48 
5Riza Shihbudi.op. cit., h. 37 
6Riza Shihbudi.op. cit., h. 48 
7Hasbi Ash Shiddieqy.Sejarah Pengantar Ilmu Tauhid. (Cet 6; Jakarta: BulanBintang, 1992), 
h. 139 
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meyakini dan menjalankan keberagamaan dalam kesehariannya. Ketaatan terhadap 
seorang Imam (pemimpin agama) merupakan inti dari salah satu ajaran Syiah.8 
Pendidikan dan tradisi yang melingkupi Imam Khomaeni didominasi oleh 
tradisi Syiah Imamiyah sebab beliau lahir dan besar dalam lingkungan 
keluarga yang menganut mazhab Syiah Imamiyah. Masa kecil dan remaja 
Ayatullah Imam Khomaeni habiskan untuk belajar dan memperdalam ilmu-
ilmu umum dan keislaman dibawah ulama-ulama syiah terkemuka.9 
 
Perjalanan keilmuan Imam dimulai dari maktab (sekolah tradisonal untuk 
anak-anak) yang pada usia 7 tahun beliau belajar dibawah bimbingan saudara 
sepupunya yang bernama Syeikh Ja’fardan seorang guru yang bernama Mirza 
Mahmud.10 Pada Usia 19 tahun Ayatullah Imam Khomaeni hijrah ke kota arak, untuk 
memperdalam ilmu-ilmu Islam. Disana beliau belajar disebuah Hauzah (Pusat Studi 
Islam Syiah) dibawah pimpinan Ayatullah Abdul Karim Ha’iri Yazdi.11 Kepindahan 
Ayatullah Abdul Karim Ha’iri Yazdi, ke Qom pada Rajab 1340 H (Sekitar bulan 
Maret 1921), membuat Imam Khomeini turut hijrah ke Hauzah Ilmiah Qom. 
Selama belajar di kota suci Qum, Ayatullah Imam Khomaeni berguru pada 
banyak ulama besar syiah yaitu:  
1. Ayatullah Aqa Mirza Muhammad Ali Adib Tehrani yang mengajar ia tata 
bahasa Arab, fiqih, dan ushul fiqih. 
                                                          
8Riza Shihbudi. Dinamika Revolusi Islam Iran.op,cit., h. 35 
9Sabara Nuruddin, Sistem Wilayatul Faqih: Telaah Kritis atas Pemikiran Ayatollah Khomaeni 
(Studi Analisis Dengan Pendekatan Siyasah Syar’iyyah), skripsi, fakultas Syariah IAIN Alauddin 
Makassar, 2005, h. 14 
10Riza Shihbudi. Biografi Politik Imam Khomaeni. op. cit., h. 38 
11Sabara Nuruddin. op, cit., h. 15 
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2. Ayatulah Aqa Mirza Sayyid Ali Yastrib Kasyani yang mengajar Ayatullah 
Imam Khomaeni tentang ilmu fiqih dan ushul fiqih tingkat awal. 
3. Ayatollah Haji Sayyid Muhammad Taqi Kwansari yang merupakan guru 
Ayatullah Khomaeni pada bidang ilmu fiqih. 
4. Ayatullah Haji Syekh Abdul Karim Ha’iri Yazdi yang mengajarkan ilmu 
fiqih dan ushul fiqih tingkat lanjutan pada Ayatullah Khomaeni. 
5. Ayatullah Aqa Mirza Muhammad Ali Syahabadi yang merupakan guru 
Ayatullah Khomaeni pada bidang tasawuf atau irfan. 
6. Ayatullah Haji Aqa Husain Burujerdi, beliau merupakan marja’ tertinggi 
Syiah pada masa itu, pada beliau, Ayatullah Khomaeni memperdalam 
ilmu fiqih dan ushul fiqih. 
7. Ayatullah Haji Mirza Jawad Maliki Tabrizi yang merupakan guru 
Ayatullah Khomaeni pada ilmu akhlak. 
8. Ayatullah Aqa Mirza Ali Akbar Hakami Yazdi yang mengajar ia tentang 
pemikiran Mulla Shadra dan Mulla Hadi Sabzawari, di samping itu ia juga 
memberikan pelajaran matematika dan astronomi pada Ayatullah Imam 
Khomaeni. 
9. Ayatullah Haji Sayyid Abu Al-Hasan Rafi’i yang mengajar Ayatullah 
Khomaeni tentang Pemikiran Mulla Shadra dan Mullah Sabzawari. 
10. Ayatullah Haji Syaikh Muhammad RidhaNajafi, dari beliau Ayatullah 
Khomaeni belajar secara khusus tentang kritik terhadap teori Darwin dan 
paham matrealis selainnya. 
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11. Ayatullah Sayyid Abu Qasim Dehkur di Isfahani, yang merupakan 
mujtahid terkemuka dikota Isfahan, pada beliau Ayatullah Khomaeni 
belajar ilmu hadits. 
12. Ayatullah Sayyid Muhsin Al-Amin Al-Amali salah seorang guru 
Ayatullah Khomaeni pada ilmu hadits. 
13. Ayatullah Haji Syekh Abbas Qummi, guru beliau pada ilmu hadits dan 
sejarah.12 
Imam Khomaeni belajar dengan guru yang memiliki latar belakang berbeda 
sehingga membuat beliau memiliki modal intelektual untuk melanjutkan perjuangan 
ayahnya. Pemikiran Imam Khomaeni sangat dipengaruh oleh dua gurunya yakni 
Ayatullah Abdul Karim Ha’iriyazdi dan Ayatullah Syahaba didalam menyusun 
konsep wilayatul faqih. Perjalanan hidup Imam sangat menarik, padausia 27 tahun 
beliau mengajar di Hauzah Ilmiyah Qom tentang ilmu fiqihdan ushul fiqih. Beliau 
bukan hanya menjadi pengajar yang baik, melainkan sebagai sosok spektakuler dan 
disenangi oleh banyak orang. Jika beliau mengajar, ruangan kelas penuh karena 
orang-orang luar pun juga masuk mendengarkan Imam mengajar. 
Kekuasaan Reza Shah (ayah Mohammad Reza Pahlevi) yang dinilai monarki, 
mengawali sikap perlawanan Imam terhadapnya pada tahun 1963-1964, ketika 
itu Imam melontarkan kritikan terhadap Syah yang mengharap legitimasi bagi 
“Revolusi Putih” menyerukan suatu referendum nasional. Imam Khomaeni 
menghimbau kepada seluruh rakyat Iran untuk memboikot referendum 
nasional tersebut. Karena sikapnya yang keras Imam ditahan oleh Syah pada 
tanggal 25 Januari 1963. Pada tanggal 3 Juni 1963 bertepatan dengan 
                                                          
12Noor Arif Maulana, Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-I Faqih (cet 1; Yogyakarta: 
Kreasi Wacana, 2003), h. 73-77 
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peringatan 10 Muharram 1383 H, hari syahidnya Imam Husain bin Ali (Imam 
ketiga dalam mazhab Syiah Imamiyah) di perguruan Faiziyeh Imam 
Khomaeni memberikan pidato kepada ribuan mahasiswa dan kaum muslimin. 
Adapun isi pidato beliau, memperingatkan kepada syah untuk tunduk pada 
kehendak rakyat dan meninggalkan kekuatan asing terutama Amerika Serikat 
dan Israel.13 
 
Pasca penentangan secara terang-terangan dalam pidato yang dilontarkan saat 
asyura, Imam Khomaeni mendapatkan sikap yang tegas dari pemerintah mulai dari 
delapan bulan kurungan penjara serta yang paling tragis yakni pengusiran yang 
dilakukan rezim syah terhadap Imam ke Turki. Selama di Turki Imam Khomaeni 
mengalami banyak perlakuan yang kurang baik mulai dari menggunakan pakaian 
keagamaan hingga tindakan-tindakan yang bersifat keagamaan. Hal tersebut 
disebabkan dari sekularisme yang melanda Negara muslim tersebut. 
Berada selama 11 bulan di Turki, akhirnya Imam Khomaeni diperbolehkan 
meninggalkan Turki. Pada bulan Oktober 1965 Imam berlabuh ke Irak untuk 
meninggalkan Negara Turki dan memilih menetap dikota Najaf, Irak. Najaf sendiri 
dalam kalangan umat Islam adalah merupakan pusat studi pembelajaran bagi 
kalangan Syiah setelah kota Qum. Hari-hari Imam di isi dengan mengajar disalah satu 
Hauzah (sekolah pesantren) di Najaf serta terus melakukan perlawanan terhadap 
Rezim Syah yang sangat diktator dan anti terhadap keadilan. Kemudian, dari Najaf 
pula Imam Khomaeni terus memberikan solusi serta amanah terhadap beberapa 
masalah yang dialami oleh Iran, yang dikenal dengan Konsep Wilayahtul Faqih. 
                                                          
13Sabara Nuruddin.op, cit., h. 21 
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Ayahtullah Imam Khomaeni terus mendapatkan dukungan dari rakyat Iran untuk 
kembali, namun sang penguasa masih melarang tindakan tersebut. 
Selama di Irak, Ayatullah Imam Khomaeni menjalin kontak dengan tokoh 
ulama yang sangat kharismatik : Ayatullah Sayyid Muhammad Baqir Sadr pemimpin 
Syiah Irak yang dieksekusi oleh Saddam Husain pada tahun 1980 dan Ayatullah 
Musa Shadr peimpin Syiah Libanon.14 Ayatullah Imam Khomaeni melakukan 
perlawanan terhadap Syah selama 13 tahun di Najaf, membuat Syah geram dan bisa 
saja menjadi ancaman bagi pemerintahan sehingga Syah kemudian melakukan 
penekanan terhadap pemerintah Irak untuk mengusir Imam dari Najaf. Pada tanggal 
24 Sepetember 1978 beliau meninggalkan Najaf menuju Kuwait (ditolak oleh 
pemerintahan setempat) sehingga Imam memutuskan untuk ke Paris, Prancis. 
Kepindahan Imam dari Najaf ke Paris membuat Syah berharap pemerintahannya 
aman dari perlawanan rakyat mengingat jarak Najaf ke Paris sangat jauh 
dibandingkan jarak Najaf dengan Iran. Harapan itu berbanding terbalik, jauhnya 
Imam dari Iran membuat api revolusi semakin berkobar karena semakin mudahnya 
pesan-pesan Imam sampai kepada rakyat Iran. 
Selama lima belas tahun Imam Khomaeni memimpin perlawanan terhadap 
Rezim Shah dari tempat pengasingannya (mula-mula di Turki, kemudian Irak dan 
terakhir di Prancis).15 Hal itu tidak membuat sedikitpun bagi sosok mulia itu untuk 
mundur, beliau terus menerus melakukan perlawanan demi hanya untuk menegakkan 
                                                          
14Riza Shihbudi. Biografi Politik Imam Khomaeni.op. cit., h 56 
15Riza Shihbudi. Dinamika Revolusi Islam Iran. loc, cit. 
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keadilan dan mengembalikan peradaban Islam di Negara yang setelah sekian lama 
terjajah oleh para antek-antek Amerika Serikat dan Yahudi Zionisme. 
Agak sulit bagi kita untuk menentukan kapan sebenarnya revolusi Iran 
dimulai. Namun yang jelas, pergolakan-pergolakan panjang yang pada akhirnya 
meruntuhkan kekuasaan Shah, berawal terjadinya demonstrasi di kota suci Qum, 9 
Januari 1978.16 Sejak terjadinya demonstrasi tersebut kaum oposisi pun sangat agresif 
melakukan perlawanan dalam menuntut beberapa kebijakan-keijakan Rezim Shah. 
Desakan memaksa Shah harus pergi meninggalkan Negaranya pada 11 Januari 1979. 
Kekosongan pucuk pimpinan di Iran diisi oleh Shahpour Bahtiar yang merupakan 
refresentatif Shah, dalam kondisi demonstrasi dimana-mana sang pengganti presiden 
tidak mampu menenangkan rakyat Iran sudah menantikan kedatangan orang yang 
amat ia cinta dan rindukan kedatangannya. Pihak Militer tak mampu menahan 
derasnya arus demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai kalangan mulai dari petani, 
buruh, kelas menengah hingga ulama. 
Penantiaan rakyat Iran pun terlunaskan, pada tanggal 1 Februari 1979 Imam 
Khomaeni pertama kali menapakkan kakinya di Negara yang telah empat belas tahun 
ia tinggalkan. Setiba di Iran, beliau langsung menuju ke pemakaman Bahesyte Zahra 
dan menyampaikan pidato bersejarahnya dihadapan jutaan rakyat Iran yang telah 
lama mereka nanti-nantikan. Berselang 10 hari kedatangan Beliau, Rezim Shah 
                                                          
16Ibid.,h. 3 
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Pahlevi akhirnya tumbang dan digantikan oleh pemerintahan Islam dibawah 
pimpinan Ayatullah Khomaeni. 
Pasca kehancuran Rezim Shah, dimulailah babak baru di Iran dengan 
pemerintahan Islam. Ada dua hal menjadi perhatian penulis pasca revolusi di Iran. 
Pertama, pada saat revolusi banyaknya sahabat-sahabat Imam yang terbunuh oleh 
antek-antek rezim Shah dan ini membuat Imam sangat terpukul. Kedua, saat Imam 
membentuk pemerintahan sementara dengan mengangkat Mehdi Bazargan sebagai 
Perdana Mentri. Pada saat itu kelihatan bahwa pemerintahan Shahour Bakhtiar sudah 
mulai goyang.17 Kedua hal tersebut tidak menyelutkan Imam untuk membuka 
lembaran baru di Negara yang ia cintai, ini terbukti dari salah satu pidatonya 
“menyerahkan kepada penindasan justru lebih tidak bermoral dari penindasan itu 
sendiri”.18 Iran dbawah Khomaeni menjadi paradigma bagi Islam Revolusioner atau 
radikal, dan potensi penyebaran dan ancamannya dikhawatirkan oleh banyak 
pemerintahan di dunia muslim dan barat.19 
Imam Khomaeni memiliki pekerjaan yang sangat besar pasca revolusi Islam 
Iran, disebabkan beberapa konflik horizontal. Pertama, konflik kaum mullah versus 
kelompok Nasionalis. Kaum Mullah, khususnya Ayatullah Khomaeni menghendaki 
peranan agamawan aktif dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Sedangkan 
kelompok Nasionalis, seperti Mehdi Bazargan, Banisadr dan kawan-kawan, 
                                                          
17Ibid., h. 48  
18Ibid., h. 39 
19John L.Esposito dan  Jhon O.Voll, Demokrasi Di Negara-negara Muslim: Problem Dan 
Prospek, (cet 1; Bandung; Mizan,1999), h. 66 
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menghendaki agar para pemuka agama tidak perlu secara aktif dalam pemerintahan, 
tetapi cukup sebagai pengawas dan penasehat saja.20 Puncak dari konflik tersebut 
ketika “Mahasiswa Islam Penganut Garis Imam Khomaeni” menyerang dan 
menduduki kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran, 4 November 1979 yang 
mengakibatkan jatuhnya Kabinet Mehdi Bazargan. 21 
Kedua, kaum Mullah versus kaum Marxis yang terjadi pada dua tahun 
pertama pasca revolusi tepatnya Juni-Agustus 1981. Pada waktu itu kaum Marxisme 
diwakili oleh Mujahidin dan Fadayen Khalq. Pertentangan antara kaum Mullah dan 
kaum Marxisme sebenarnya sudah terjadi pada masa pemerintahan Bazargan, yaitu 
ketika Mujahidin dan Fadayen menolak bergabung dalam Garda Nasional yang 
dibentuk pemerintah. Mereka menolak seruan Imam Khomaeni agar menyerahkan 
senjata mereka pada pemerintah.22 Konflik ini menelan banyak korban dikubu kaum 
Mullah, diantaranya adalah Ayatullah Madani (Imam jumat di Tabriz), Ayatullah 
Murthada Mutthahari (seorang guru beras dan bekas anggota Dewan Revolusi) Dr. 
Ayat (cendikiawan dari Qum, ideolog, anggota parlemen, dan salah seorang pimpinan 
PRI).23 Kaum Marxisme mulai melemah karena terjadi pecah koalisi antara 
Mujahidin dan Fadayen serta ada beberapa kelompok yang ternyata sangat sepakat 
kepada Imam Khomaeni. Hal ini memudahkan Imam Khomaeni dalam meruntuhkan 
                                                          
20Riza Shihbudi. Dinamika Revolusi Islam Iran, op. cit., h. 83 
21Ibid., h.84 
22Ibid., h. 87 
23Ibid., h. 88 
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basis para pengikut kaum Marxisme, bahkan kaum Marxisme yang terbunuh sekitar 
30 ribu anggota kelompok Marxisme.24 
Ketiga, kaum Mullah versus Suku Kurdi yang terjadi di Provinsi Kurdistan 
pada tahun 1984. Ketika timbul gelombang oposisi untuk menjatuhkan Shah, kaum 
Kurdi bergabung dengan para pendukung Khomaeni. Setelah Shah jatuh, kaum Kurdi 
mengajukan tiga tuntan pada rezim Khomaeni; pertama, otonomi provinsi Kurdistan, 
Penghapusan diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan. Dan ketiga, pembagian 
yang adil dari hasil tambang minyak.25 Perjalanan pemerintahan Imam, ketiga 
tuntutan tersebut tidak dipenuhi dengan alasan bahwa jika provinsi Kurdi di 
otonomikan ditakutkan provinsi-provinsi lainnya juga menuntut mengingat di Iran 
banyak suku seperti suku Baluchis dan Armenia. Kurdistan juga merupakan sebuah 
provinsi kaya minyak yang banyak memberikan andil dalam bagi pendapatan 
Negara.26 
Keempat, kaum Mullah versus kaum Mullah yang diperankan oleh Imam 
Khomaeni dan Ayatulah Shariat-Madari yang dimulai pada awal Revolusi. Pra 
jatuhnya Shah, Shariat-Madari pernah menyatakan masih bisa menerima bentuk 
monarki sedangkan Imam Khomaeni sama sekali tidak menghendaki monarki.27 Jika 
penulis menganalisa pardebatan ini, penulis melihat bahwa jikalau Negara Republik 
                                                          
24Ibid., h. 89 
25Ibid., h. 90 
26Ibid., h. 91 
27Ibid., h. 92 
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Islam menggunakan sistem monarki maka apa bedanya dengan pemerintah 
sebelumnya yang menggunakan sistem Monarki dalam menjalankan pemerintah. 
Terlebih lagi dalam beberapa tahun terakhir ini banyak hal yang terjadi di Timur 
Tengah dengan persoalan Monarki. Hal ini di anggap tidak sejalan dengan nilai-nilai 
demokrasi karena pemerintahan hanya akan dipegang oleh satu keturunan saja. 
Itulah keadaan Republik Islam Iran pasca revolusi yang dipimpin oleh Imam 
Khomaeni, dipenuhi beberapa konflik tidak membuat beliau yang harus mundur dari 
percaturan politik Iran. Bahkan, Ayatullah Khomaeni adalah seorang guru besar yang 
membimbing kearah jalan dan tujuan yang sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam 
yang dibawa oleh Rasulullah saw kepada murid dan pengikutnya.28 Imam Khomaeni 
adalah sosok mengajarkan kepada kita arti penting spirit agama dalam melakukan 
apapun di keseharian kita termasuk dengan politik pemerintahan. 
Hari Ahad 3 Juni 1989/29 Syawal 1409 H sosok yang diagungkan, dipuja, 
dihormati Ayatullah Imam Khomaeni seakan tengah mempersiapkan dirinya untuk 
menemui Sang Kekasih, Dzat Maha Suci yang selama ini seluruh perjuangan Imam 
senantiasa ditujukan untuk mengabdi kepada-Nya. Seluruh rintihan dan puisi sufistik 
Imam Khomeini merupakan jelmaan dari derita perpisahannya dengan Sang Kekasih 
dan kerinduannya untuk bertemu dengan Dia. Dan kini, saat-saat perpisahan Imam 
Khomeini dengan rakyatnya pun telah tiba. Jutaan rakyat Iran beserta tangisannya 
mengantar beliau ketempat peristirahatan terakhirnya didekat makam Bahesyte Zahra. 
                                                          
28Noor Arif Maulana, op,cit, h,82 
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Pesan Imam kepada rakyat Iran sebelum menghembuskan nafas terakhirnya “Saya 
berharap bangsa Iran bisa menerima maaf saya atas segala kekurangan dan kesalahan 
yang ada. Saya berharap bangsa Iran bisa terus melangkah maju dengan teguh, tekad, 
dan kehendak”.29 Sosok yang menjadi pembeda antara yang hak dan bathil telah 
tiada, kini Iran harus berjuang sendiri untuk menghadapi tantangan kedepannya. 
Imam Khomaeni meninggalkan suatu keyakinan kepada kaum muslim diseluruh 
dunia bahwa ajaran Islam merupakan ajaran yang mampu menuntun manusia pada 
kebenaran.30 
                                                          
29http://www.darut-taqrib.org/berita/2012/06/27/biografi-singkat-ayatullah-ruhullah-al-
musawi-khomeini-imam-khomeini-ra/diakses pada tanggal 30 Juni 2013 
30Imam Khomaeni, Palestina Tragedi Keterhinaan Kaum Muslim, (cet. 2;  Jakarta: Zahra, 
2009) h. xxxviii 
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BAB III 
KONSEP WILAYATUL FAQIH DALAM PEMIKIRAN  
POLITIK IMAM KHOMAENI 
 
A. Asal Usul Munculnya Konsep Wilayatul Faqih 
Konsep Wilayatul Faqih sangat dipengaruhi dengan apa yang menjadi 
keyakinan Imam Khomaeni. Imam Khomaeni adalah pemeluk Syiah Imamiyah  yang 
mengakui adanya 12 Imam setelah Nabi Muhammad saw. Hal tersebut termuat di 
dalam konsep ushluddin. Konsep tersebut wajib untuk diyakini, poin-poin ushluddin 
itu adalah; Tauhid, Keadilan Ilahi, Nubuwwah (kenabian), Imamah (kepemimpinan) 
dan Al-maad (eskatologi).1 
Konsep ushuluddin dikenal sebagai Rukun Iman dikalangan Sunni, hanya saja 
poin Imamah tidak masuk dalam Rukun Iman Sunni sehingga inilah yang menjadi 
pembeda antara Syiah dan Sunni. Kalangan Syiah meyakini bahwa setelah Nabi 
Muhammad saw. wafat, Imam Ali bin Abu Thalib  yang menggantikan beliau dengan 
dalil yang sangat populer dikalangan syiah yakni dalil peristiwa Ghadir khum. Kala 
itu Nabi Muhammad saw. mengatakan “barangsiapa yang menganggap Aku sebagai 
pemimpin maka dia menganggap Ali sebagai pemimpin.” Hal inilah yang mendasari 
tentang keimamahan yang terus berlanjut sampai ke Imam Mahdi (Imam ke-12). 
Berbeda dengan Sunni karena mereka meyakini setelah Nabi Muhammad ada 4 
                                                          
1Hasan Abu Ammar, Akidah Syiah Seri Tauhid, (cet II; Jakarta: Yayasan Mulla Sadra, 2003) 
h.36 
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Khalifah. Pengkajian inilah yang menjadi khasanah pengetahuan dikalangan Syiah 
sehingga beberapa tokoh kemudian ingin memakna turunan dari Imamah tersebut. 
Mazhab Syiah Imamiyah menyakini bahwa Imamah merupakan konsekuensi 
logis dari keberlanjutan risalah Islam ditengah-tengah ummat, Setelah ketiadaan Nabi 
Muhammad saw dibutuhkan seorang Imam yang menggantikan Nabi untuk 
menjelaskan Agama Islam secara terperinci kepada kepada umat.2 Tugas seorang 
Imam sama dengan tugas seorang Nabi hanya saja Imam tidak menerima wahyu. 
Oleh karena itu Syiah mensyarakatkan bahwa Imam mesti ma’shum (keterjagaan dari 
dosa dan kesalahan), sebagaimana hal ini mereka persyaratkan juga untuk para Nabi.3 
Sejak Meninggalnya Nabi Muhammad saw., kalangan syiah meyakini bahwa 
yang memegang kepemimpian ialah Imam Ali bin Abu Thalib hingga ke Imam 
Mahdi. Keyakinan Syiah Imamiyah, Imam Mahdi yang merupakan Imam ke-12 telah 
lahir pada tahun 260 H. Pada usia 5 tahun, Imam Mahdi mengalami Ghaib Sughra 
(kegaiban kecil) selama 70 tahun. Pada masa kegaiban sughra tersebut beliau dalam 
menjalankan tugas sebagai Imam diwakili oleh empat orang washi, yang mewakili 
Imam Mahdi secara bergantian dan ketika washi yang keempat meninggal, maka 
dimulai periode kegaiban kubra (kegaiban besar) sampai ia akan muncul lagi di akhir 
                                                          
2Murthada Mutthahari, Man and Universe, diterjemahkan oleh Ilyas Hasan dengan judul 
Manusia dan Alam Semesta (cet II; Jakarta: Lentera,2002) h.457 
3Komunitas Monotheis Cililitan, Manual Training Pencerahan. (cet, 1; Jakarta: kosmic,t.th) 
h.129 
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zaman untuk membawa keadilan dimuka bumi.4 Oleh sebab itu dalam kalangan Syiah 
Imam Mahdi masih hidup dan masih menjadi pemegang kekuasaan yang sah.5 
Imam mahdi dikalang Syiah dinyatakan masih hidup sehingga lembaga 
Imamah juga masih tetap hidup dan terus berlangsung. Selama 
berlangsungnya kegaiban kubra umat Syiah terus melakukan penantian 
kedatangan Imam mahdi dan melakukan hal-hal positif. Menantikan 
kedatangan sang Imam haruslah siap secara intelektual, fisik dan mental 
bukan bersikap pasif dan pasrah menerima keadaan. Tentunya umat Syiah 
mesti mempersiapkan “panggung” untuk menyambut kedatangan Imam 
Mahdi karena dalam pemahaman orang-orang syiah Imam Mahdi tidak akan 
muncul jika umat manusia tidak siap menerima kehadirannya. Periode 
keberlangsungan kepemimpinan Imam mahdi pada kegaiban kubra atas 
ummat hingga sekarang diwakili oleh para ulama dan faqih yang adil dan 
saleh. Hal diatas dipertegas sesuai dengan Konstitusi Republik Islam Iran : 
“Selama kegaiban Wali Al-asr (semoga Alah mempercepat kedatangannya), 
wilayah dan kepemimpinan ummat berpindah kepada faqih yang adil dan 
saleh, yang sepenuhnya menyadari situasi dan kondisi zamannya, berani, 
cerdik, dan memiliki kemampuan administratif.”6 
 
Seorang ulama memiliki tugas yang sangat penting  yakni menjadi hujjah 
Allah, mewakili sang Imam untuk menjelaskan agama secara terperinci kepada 
ummat, dan tentunya memimpin ummat untuk mempersiapkan panggung kedatangan 
Imam Mahdi.  
Sejarah kalangan ulama Syiah dalam mendiskusikan seputar tentang ulama 
atau fuqaha sangatlah banyak, diantaranya sebagai berikut : 
                                                          
4Fatih Guven, Ondort Ma’shum dan Kirkar Hadits, diterjemahkan oleh Hasyim Al-habsyi 
dengan judul 560 hadis dari 14 manusia suci. (cet I; bangil: Yayasan Islam Al-baqir, 1995) h. 395 
5Riza Shibudi, “bahasa politik dalam mazhab syiah : kasus Wilayatul faqih” Islamika, No.5 
tahun 1994, h.46 
6Sabara Nuruddin, Sistem Wilayatul Faqih: Telaah Kritis atas Pemikiran Ayatollah 
Khomaeni(Studi Analisis Dengan Pendekatan Siyasah Syar’iyyah), skripsi, fakultas Syariah IAIN 
Alauddin Makassar,2005,h. 31-32 
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1. Muhaqqiq Halili (w. 1277), ulama adalah sosok penting bagi ummat 
Islam dalam menjalankan kehidupan beragama. Ulama adalah orang yang 
memiliki otoritas karena pendelegasian dari Imam adalah fakih adil Syiah 
yang memenuhi seluruh persyaratan untuk mengeluarkan fatwa-fatwa.7 
2. Muhaqqiq Karaki (w. 1561), Para Fuqaha mempunyai konsesus pada satu 
titik bahwa fakih yang memenuhi syarat penuh / lengkap (faqih jami’ asy-
asyariat) yang disebut mujtahid, adalah wakil atau deputi (naib) Imam-
imam maksum as dalam semua urusan berdasarkan konsep perwakilan 
(niyabah).8 
3. Maula Ahmad Muqaddas Ardabili (w. 1585), berkomentar bahwa fakih 
adalah deputi atau pelanjut Imam Maksum. Oleh karena itu, apapun kita 
berikan kepada fuqaha berarti memberikan kepada Imam Maksum as.9 
4. Jawad bin Muhammad Husayni ‘Amali (w. 1811), beliau adalah salah 
satu tokoh besar dikalangan Syiah dan pernah menulis buku yang 
berjudul Miftah Al-karamah. Ia percaya bahwa Fakih adalah wakil yang 
ditunjuk oleh Imam zaman, Imam Mahdi (semoga Allah mempercepat 
kehadirannya).10 
                                                          
7Mehdi Hadavi Tehrani. Negara Ilahiah Suara Tuhan Suara Rakyat. (cet 1; jakarta: Al-
huda,2005) h.46 
8Ibid.  
9Ibid. h.47 
10Ibid. 
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5. Mullah Ahmad Naraqi (w.1829), beliau beranggapan bahwa fakih 
mempunyai wilayah (otoritas) atas dua hal. Pertama, faqih mempunyai 
wilayah atas apapun seperti dimiliki Nabi saw dan Imam-imam Maksum 
sebagai pemimpin atas masyarakat dan benteng pertahanan Islam. Kedua,  
fakih mempunyai wilayah atas apapun yang berhubungan masalah 
spritual dan keduniaan masyarakat yang perlu diselesaikan.11 
6. Mir Fattah Abdul Fattah (w. 1849), mengajukan argumentasi bahwa 
wilayah al-faqih adalah permufakatan yang diperoleh (ijma’ al-muhassal) 
adalah salah satu dalil wilayah al-faqih, ijma sebagai sandaran hukum 
atau pemutusan hukum. Tugas para fuqaha berisi sejumlah perintah 
agama yang mengutip dan melaporkan permufakatan bahwa fakih 
mempunyai wilayah dalam semua masalah dimana tak ada dalil wilayah 
untuk siapapun yang bukan faqih.12 
7. Syeik Muhammad Hassan Najafi (w. 1849), menurut beliau adalah para 
faqih adalah wakil (niyabah) Imam zaman, segala sesuatunya disandarkan 
kepada beliau termasuk dengan mengurus pemerintahan. 
8. Syeikh Murthada Anshari (w. 1849), Wilayah Al-Faqih adalah salah satu 
diantara fatwa-fatwa terkemuka para fuqaha Syiah, seperti diskusi Jamal 
                                                          
11Ibid. h.48 
12Ibid. h.49 
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Muhaqqiqin tentang humus yang diakui dan juga terkenal diantara kaum 
Syiah, bahwa faqih adalah wakil dan representatif Imam.13 
9. Hajj Aqa Ridha Hamidani (w. 1904), menyatakan bahwa faqih yang jujur 
dan dapat dipercaya adalah pembantu Imam Zaman dalam masalah-
masalah tertentu. 
10. Sayid Muhammad Bahrul ‘Ulum (w. 1908), membicarakan masalah 
tentang bukti ada atau tidak adanya bukti Wilayahtul Faqih. Dalam kajian 
beliau, faqih dianggap penting karena sejatinya masyarakat membutuhkan 
sosok pemimpin untuk dijadikan panutan dalam menjalankan kehidupan 
sehari-hari.  
11. Ayatullah Burujerdi (w. 1962), pemerintahan ditangan faqih adalah 
sebuah keyakinan yang tak diragukan lagi, faqih yang adil diangkat untuk 
menyelesaikan masalah-masalah penting yang berada ditengah-tengah 
masyarakat. 
12. Ayatullah Syeikh Murthada Ha’iri, faqih adalah pemilik kewenangan 
yang ditunjuk Imam Zaman. 
Berdasarkan hal di atas penulis beranggapan bahwa konsep Wilayatul Faqih 
yang dicetuskan oleh Imam Khomaeni dalam menata pemerintahan Republik Islam 
Iran bukan hal yang baru. Namun, hal tersebut memang telah menjadi khanasah 
                                                          
13Ibid. h.52 
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intelektual dalam kalangan Syiah. Konsep Wilayatul Faqih dalam pandangan Imam 
Khomaeni sendiri memiliki beberapa Landasan diantaranya sebagai berikut : 
1. Landasan Secara Teologis, Wilayatul Faqih adalah “wilayah 
pemerintahan dan birokrasi pelaksanaan syariat/ undang-undang yang 
suci,14 dalam ajaran Syiah Imamiyah taat kepada faqih sama seperti taat 
kepada Allah, Rasullah dan Imam.15 Negara dalam prespektif Ayatullah 
Imam Khomaeni adalah hanya sebagai instrumen bagi pelaksanaan 
hukum Tuhan dimuka bumi, pada dasarnya tak ada hak Negara (yakni 
lembaga legislatif atau wakil rakyat) untuk membuat undang-undang, 
hanya Allah swt. yang memiliki hak penuh untuk membuat undang-
undang. Pemerintah hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum. 
Imam Khomaeni berkeyakinan bahwa hanya Allah swt. yang berhak 
membuat undang-undang, manusia tidak memiliki daya dan upaya untuk 
membuat undang-undang. Jika manusia tetap saja membuat undang-
undang maka perundang-undangan tersebut boleh jadi buruk dan 
bertentangan dengan Allah swt. Ketika perundang-undangan tersebut 
mengalami polemik maka penentuan terakhir sebuah negara adalah 
kelompok elite yang paling mengetahui (faqih), sebagai pihak yang 
                                                          
14Ayatullah Khomaeni, “Wilayatul Faqih : Sebuah Keharusan”. Diterjemahkan oleh M.  
Hashem , Buletin An-nashr, No.14/III, Sya’ban 1418 H/ Desember 1998 M, h.39 
15Sandy Alison, Pesan Sang Imam. (cet I ; Bandung: Al-jawad, 2000) h. 145 
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berhak menafsirkan hukum-hukum Tuhan untuk diterapkan dalam sebuah 
Negara.16 
Secara Teologis sistem Wilayatul faqih dalam pandangan Ayatullah 
Khomaeni  berdasakan pada empat prinsip, yakni : 
a. Allah swt. adalah hakim mutlak seluruh alam semesta dan segala 
isinya, oleh karena itu Allah swt. adalah penguasa tunggal bagi umat 
Islam dan Dialah pemilik kedaulatan yang sah. 
b. Kepemimpinan manusia yang mewujudkan kepemimpinan Allah swt. 
dimuka bumi adalah Kenabian dengan peraturan Allah swt. yang 
disampaikan kepada umat manusia melalui perantara para Nabi, jadi 
Nabi adalah penghubung antara manusia dengan Allah swt.. 
c. Garis Imamah merupakan garis kelanjutan dari para Nabi dalam 
memimpin umat, setelah Rasulullah saw wafat maka kepemimpinan 
umat berada ditangan 12 orang Imam dari kalangan Ahlul Bait Nabi 
dan keturunannya. 
d. Pada saat kegaiban khubra Imam yang ke-12, maka kepemimpinan 
Nubuwwah dilanjutkan oleh para fuqaha, fuqaha adalah pengganti 
para Imam yang kepada mereka dipercayakan kepemimpinan 
(wilayah) atas umat.17 
                                                          
16Yamani, Filsafat Politik Islam: antara Al-farabi dan Khomaeni. (cet I ;bandung : 
Mizan,2002) h.117 
17Jalaluddin Rakhmat, Islam Alternatif. (cetakan, XI ; bandung : mizan, 2003) h.254-225 
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Hal di atas juga dipertegas melalui konstitusi Negara Republik Islam Iran 
dalam menjabarkan konsep Wilayatul Faqih, yaitu : 
Republik Islam adalah suatu sistem yang berlandaskan keyakinan pada : 
a. Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedaulatan eksklusif dan hak mengatur 
yang eksklusif, serta keniscayaan kepatuhan akan PerintahNya. 
b. Wahyu Allah swt. dan tugas pokoknya dalam menetapkan hukum. 
c. Kembali kepada Allah swt. dialam baka, dan tugas konstruktif 
keyakinan ini selama mi’raj manusia menuju kepada Allah swt.. 
d. Keadilan Allah swt. dalam menciptakan dan mengesahkan. 
e. Kepemimpinan yang berlanjut, tuntunan yang abadi, serta tugas 
pokoknya dalam menjamin proses revolusi Islam yang tak terputus. 
f. Keagungan martabat dan nilai manusia, serta kemerdekaannya yang 
bergandengan dengan tanggungajawabnya kepada Allah. Yang 
didalamnya kesetaraan, keadilan, dan kebebasan politik, ekonomi, 
sosial, dan budaya, serta solidaritas Nasional.18 
2. Landasan secara Filosofis, Ayatullah Khomaeni adalah seorang ulama 
sekaligus seorang filofos. Hal tersebut terlihat ketika beliau menyusun 
Wilayatul Faqih dengan merujuk pada konsep madinatul fadhilah (kota 
utama) Al-farabi dan seorang filsafat politik yakni plato, yang 
menyerukan adanya pemerintahan yang dipimpin oleh orang saleh dan 
                                                          
18Republik Islam Iran, Konstitusi 1979, Bab I pasal 1 
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arif. Hal tersebut dipertegas oleh Ayatullah Khomaeni dalam Kasyf Al-
asrar : 
“Satu-satunya pemerintahan yang dapat diterima nalar sebagai absah, 
serta disambut hangat dengan suka rela dan senang hati oleh nalar, adalah 
pemerintahan Tuhan ...Sifat semua pemerintahan yang ada sekarang 
menjadi jelas ketika dikontraskan dengan pemerintahan Tuhan, juga 
legitimasi yang jelas terhadap pemerintahan Islam ...dengan demikian 
akan jelas bahwa hukum Islam merupakan hukum yang paling maju 
didunia dan bahwa penerapan hukum Islam akan membawa kearah 
berdirinya kota utama.”19 
Kota utama atau Madinatul Fadhilah dalam pandangan Al-farabi 
adalah “kota yang (melalui perkumpulan yang ada didalamnya) 
bertujuan bekerjasama dalam mendapatkan kebahagiaan yang 
sesungguhnya”. Seperti Plato, Al-Farabi juga berpendaat bahwa 
bagian-bagian suatu Negara sangar erat hubungnya satu sama lain dan 
saling bekerjasama. Hal ini disebabkan karena manusia adalah 
makhluk sosial, makhluk yang tak mamp hidup tanpa orang lain.20 
 
Dalam pandangan Al-Farabi, untuk menjadi kepala Negara di kota Utama 
seseorang harus memiliki dua belas syarat dibawah ini : 
a. Sehat anggota badan (tidak cacat), 
b. Ingatan kuat, 
c. Kecerdasan yang tinggi, 
                                                          
19Yamani, Filsafat. op, cit., h.120 
20Sabara Nuruddin, Sistem Wilayatul Faqih: Telaah Kritis atas Pemikiran Ayatollah 
Khomaeni (Studi Analisis Dengan Pendekatan Siyasah Syar’iyyah), h. 37 
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d. Tutur kata yang baik dan memiliki kemampuan berbahasa yang baik, 
e. Cinta kepada ilmu dan tak pernah berhenti menuntut ilmu, 
f. Menghiasi dirinya dengan kejujuran, 
g. Tidak rakus serta menjauhi kelezatan-kelezatan jasmani, 
h. Mencintai kebenaran, 
i. Mencintai keadilan dan membenci kezaliman, 
j. Tidak menumpuk harta, 
k. Memiliki cita-cita yang kuat dan tidak lemah mental, dan  
l. Bersikap adil dalam memimpin.21 
Berdasarkan syarat-syarat di atas, penulis melihat bahwa untuk 
terpenuhi hal tersebut amatlah sulit kita temukan dalam diri seseorang. 
Dalam artian, hal tersebut hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja 
yang dalam istilah Ali Syariati “manusia Theomorphis” yang didalam 
dirinya terdapat pribadi ruh Allah. 
Tujuan dari pemerintahan Islam adalah untuk mengantarkan 
masyarakat untuk menuju Allah swt. sehingga para wali faqih haruslah 
memiliki kesempurnaan jasmani dan maknawi. Namun, dalam pandangan 
Imam Khomaeni jabatan wali faqih bukanlah hanya jabatan keduniawian 
saja tetapi sebagai washilah (perantara) untuk melaksanakan hukum-
hukum Allah swt. dan mewujudkan tatanan masyarakat Islam yang adil. 
                                                          
21Ahmad Daudy, Kuliah Filsafat Islam (cet III; Jakarta: PT.Bulan Bintang,1992), h. 52 
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Orang-orang yang bertanggungjawab atas pemerintahan tersebut 
memperoleh nilai tambah dan maqam (kedudukan) yang mulia disisi 
Allah swt..22 
3. Landasan secara Rasional, tak dapat dipungkiri lagi bahwa dalam tatanan 
masyarakat sangat jelas membutuhkan seorang pemimpin, pembimbing 
ataupun pemersatu. Masyarakat banyak berfikir tentang ketidakterlibatan 
agama dalam memainkan peran politik. Hal tersebut keliru sebab Islam 
adalah agama yang universal termasuk dalam hal politik seperti sistem 
pemerintahan.23 Islam masuk dalam sistem pemerintahan dalam bentuk 
wilayatul faqih adalah jalan untuk membawa nilai-nilai Islam kedalam 
tatanan pemerintah. Mullah Ahmad Naraqi (w. 1829 M), penulis buku 
Awaed al-Ayyam, merupakan ahli fiqih Imamiah pertama yang tertarik 
dengan pendekatan nalar logis untuk mendukung konsep otoritas 
universal (wilayat amma).24 Dalam buku Agama Politik, Ahmed Vesi 
memaparkan arti penting wilayatul fakih untuk manusia sebagai berikut : 
a. Manusia adalah makhluk sosial dan karena memerlukan tertib sosial 
untuk mengatasi konflik-konflik dan perkara-perkara. 
b. Kehidupan dan tertib sosial manusia harus dirancang untuk menjamin 
kebahagiaan sosial. 
                                                          
22Ayatullah Khomaeni, Islamic Goverment, diterjemahkan oleh M.Anis Maulachela dengan 
judul Sistem Pemerintahan Islam (cet I; Jakarta : pustaka Zahra, 2002) h.63 
23Mehdi Hadavi Tehrani. Negara Ilahiah Suara Tuhan Suara Rakyat. op, cit., h. 61 
24Ahmad Vaesi, Agama Politik Nalar Politik Islam. (cet I ; Jakarta : citra, 2006) h. 155 
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c. Seperangkat hukum yang lengkap dan sempurna serta keberadaan 
seseorang yang mampu untuk menegakkan hukum tersebut dan 
mampu memimpin masyarakat merupakan dua kondisi yang harus 
dipenuhi untuk membentuk sebuah masyarakat idel. 
d. Adalah diluar kemampuan manusia untuk menegakkan sebuah 
masyarakat ideal, adil, terorganisir dengan baik, tanpa bantuan Tuhan 
dan hukum-hukum Ilahia-Nya. 
e. Untuk menghindari kesalahan, penerimaan dan penyampaian pesan-
pesan Allah (pewahyuan) haruslah para Nabi yang maksum. 
f. Penjelasan isi dari agama yang sempurna dan penerapan hukum-
hukum mensyaratkan adanya para Imam yang maksum. 
g. Ketika tidak ada akses kepada para Imam maksum yang menangani 
hal-hal seperti dalam poin 3 di atas, maka harus ditangani oleh orang-
orang yang adil dan ahli dalam Ilmu Agama (Faqih yang adil).25 
Hal tersebut juga dipertegas oleh Ayatullah Burujerdi yang terdiri dari 
empat poin, yaitu : 
a. Pemimpin dan pemerintah dari sebuah masyarakat dipercaya mampu 
melindungi tertib sosial dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan esensial 
dari masyarakat. 
                                                          
25Ibid. h. 157-158 
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b. Islam telah memberi perhatian pada masalah kebutuhan-kebutuhan 
esensial tersebut dan telah mewariskan hukum-hukum yang tepat. 
c. Pada periode awal Islam, Nabi Muhammad saw. dan para Imam as. 
merupakan pemimpin-pemimpin politik yang sah dan penyelesaian 
perkara-perkara politik dan sosial berada dibawah tanggunjawabnya. 
d. Keharusan untuk menjalankan hubungan-hubungan sosial yang 
bersandar pada hukum-hukum dan nilai-nilai Ilahiah tidak terbatas 
dalam periode tertentu.26 
B. Bentuk dan Struktur Pemerintahan Wilayatul Faqih 
Wilayatul Faqih merupakan karya yang sangat fenomenal dalam pemikiran 
politik Syiah kontemporer, ia mengadopsi sebuah sistem politik yang berbasis 
perwalian.27 Bentuk pemerintahan yang telah tercatat dalam sejarah adalah Republik 
Islam. Bentuk Republik Islam secara resmi disetujui mayoritas (98,2%) rakyat Iran 
melalui referendum yang diadakan pada 1 April 1979, sedangkan undang-undang 
Dasar Republik Islam Iran disetujui mayoritas (99,5%) Rakyat Iran melalui 
referendum yang diadakan pada 3 Desember 1979.28 
Pemegang kekuasaan kedaulatan tertinggi dalam wilyatul faqih adalah Allah 
swt., sedangkan pemegang kekuasaan penuh adalah Imam Mahdi yang saat ini 
diyakni mengalami masa kegaiban kubra. Selama periode kegaiban kubra 
                                                          
26Ibid. h.159 
27Ahmad Vaesi. op, cit h..67 
28Inu Kencana dan andi azikin, Perbandingan Pemerintahan. (cet, III ; Bandung: Refika 
Aditama, 2011) hal. 65 
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berlangsung maka kepemimpinan Imam Mahdi diwakili oleh perwakilan umum, yang 
dipegang oleh seorang faqih yang adil, seperti yang dijelaskan dalam pasal 5 
konstitusi Republik Islam Iran. Hirarki kekuasaan tersebut tergambar dalam bagan 
sebagai berikut: 
Bagan 1. Hirarki Kekuasaan menurut Wilayatul Faqih29 
 
                                                          
29Riza Shihbudi. “Tinjauan Teoritis dan Praktis atas Konsep Wilayatul Faqih”, Jurnal 
Ulumul Quran, No. 2/IV, 1993, h.79 
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Imam Khomaeni menghendaki suatu bentuk Negara Islam yang kekuasaan 
sepenuhnya ditangan para Faqih, dan hal tersebut sudah menjadi gagasan utama 
Imam sebelum meletusnya Revolusi Islam Iran. Gagasan tersebut, antara lain berisi:  
1. Para Alim-ulama yang berhak menjadi penguasa dalam sebuah negara 
Islam, adalah lelaki yang memiliki kecerdasan dan kepandaian yang luas 
sehingga mampu mengerahkan potensi masyarakat. 
2. Seorang fuqaha berfungsi sebagai pewaris Nabi. Oleh karena itu, 
mempunyai tugas dan kewajiban untuk mempergunakan angkatan 
bersenjata dan aparat politik, demi pelaksanaan hukum-hukum Tuhan, 
serta membentuk suatu sistem pemerintahan demi kemakmuran bangsa. 
3. Membentuk pemerintahan atau negara Islam, hukumnya wajib bagi setiap 
umat Islam, khususnya para alim-ulama dimanapun mereka berada, karena 
hal itu merupakan bagian utama dari akidah Imamiyah. 
4. Negara atau pemerintahan Islam diperlukan demi tegaknya hukum-hukum 
Isam, karena hukum apapun tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya suatu 
kekuasaan eksekutif. 
5. Negara Islam, para wakil rakyat tidak berhak membuat undang-undang, 
karena undang-undang atau dasar hukum (Islam) diperoleh langsung dari 
Tuhan, yaitu Al-quran dan Hadits.30 
                                                          
30Riza Shihbudi. Dinamika Revolusi Islam Iran, (cet I; Jakarta: Pustaka Hidayah,1996) h. 62 
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Perjalanan pemerintahan Islam sangat didukung oleh peran para Faqih dalam 
menjalankan roda pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Ceramah Imam Khomaeni berkenaan dengan para aparat pemerintahan (eksekutif, 
legslatif dan yudikatif) senantiasa menasehati untuk mengutamakan akhlak. Menurut 
Imam, Pemerintahan Islam sejatinya memiliki 3 pilar yang utama yakni jujur, terbuka 
pada kritik dan hidup sederhana.31 
Agar gagasan dan tiga pilar utama yang dikemukakan oleh Imam bisa 
terpenuhi, maka sebuah pemerintahan Islam diperlukan adanya struktur pemerintahan 
yang jelas dalam hal melaksanakan tugas dan wewenang dalam pemerintahan. Hal ini 
dimaksudkan agar terjadi keteraturan dalam pemerintahan. 
Kekuasaan tertinggi dalam sistem wilayatul faqih dipegang oleh seorang 
Faqih yang disebut Rahbar, pemimpin spritual atau pemimpin revolusi Islam. Jabatan 
tersebut dipegang selama seumur hidup, kecuali pemimpin spritual dinilai oleh 
majelis ahli telah melakukan penyimpaan terhadap hukum Islam dan Konstitusi. 
Rahbar berfungsi sebagai penentu akhir dari segala keputusan yang diambil serta 
untuk menyelesaikan segala konflik yang terjadi pada lembaga-lembaga 
pemerintahan yang ada dibawahnya.32 Pada kenyataannya, Rahbar juga menjadi 
pemimpin umat Islam Syiah diseluruh dunia. Fatwa-fatwa beliau haruslah diikuti 
selama hal tersebut tidak menyangkut persoalan internal Iran. 
                                                          
31Sayid Hasan Islami. “Politik Khomaeni:Wajah Etika Islam”(cet, I : Jakarta; Citra, 2012) 
h.306 
32Bambang Cipto, “Dinamika Politik Iran” (cet, I : Yogjakarta: Pustaka Pelajar,2004) h.11 
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Sejak tahun 1979 Ayatullah Khomaeni menjadi rahbar sampai beliau wafat 
tahun 1989. Ketika beliau wafat, Posisi beliau digantikan oleh Ayatullah Sayyid Ali 
Kheamene’i yang pada saat itu masih menjabat sebagai presiden Iran yang ketiga, 
saat terpilih beliau masih tergolong sebagai ulama yunior. Berbeda dengan Ayatullah 
Khomaeni yang terpilih secara aklamasi oleh rakyat, naiknya Ayatulah Sayyid Ali 
Khamene’i sebagai rahbar dipilih oleh anggota Majelis Ahli (Majeles-e 
Khubreqan).33 
Sistem pemerintahan Wilayatul Faqih memberikan kewenangan yang sangat 
besar kepada pemimpin spritual (rahbar) dalam menentukan jalannya pemerintahan 
negara. Kewenangan pemimpin spritual termaktub dalam konstitusi 1979, yaitu: 
1. Mengangkat 6 orang fuqaha sebagai anggota Dewan Perwalian (Shiraye 
Nighaban). 
2. Mengangkat dan memberhentikan pejabat Dewan Kehakiman Tertinggi 
Nasional (Mahkamah Agung). 
3. Mengangkat dan memberhentikan kepala staff gabungan dan komandan 
Korps Garda Revolusi Islam (Pasdaran-e-enqelan-e-Islami). 
4. Membentuk Dewan Tertinggi Pertahanan Nasional. 
5. Mengangkat komandan-komandan ketiga Angkatan Bersenjata, atas usul 
Dewan Tertinggi Pertahanan Nasional. 
6. Menyatakan perang dan damai dengan negara lain. 
                                                          
33Riza shihbudi, “Biografi politik Imam Khomaeni” (cet I ; Jakarta : Gramedia Pustaka 
Utama, 1996) h.83 
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7. Mengesahkan dan memberhentikan presiden.34 
Dalam sistem pemerintah Wilayatul Faqih dikenal pembagian kekuasaan 
dalam konsep trias politika, kekuasaan legislatif dijalankan oleh tiga lembaga yang 
memiliki tugas yang berbeda satu sama yang lain. Ketiga lembaga tersebut sebagai 
berikut. 
1. Majeles Shura-e Islam, Majeles ini berfungsi sebagai parlemen yang terdiri 
dari 270 anggota yang dipilih langsung oleh rakyat untuk periode empat 
tahun.35 Golongan-golongan minoritas seperti Zoroaster, Yahudi, Nesrani dan 
armenia masing-masing diwakili oleh satu anggota didalam majelis tersebut. 
Secara yuridis lembaga ini berdasarkan pada al-Quran surat as-Syura (42) ayat 
38, dan surat Ali-Imran (3) ayat 152 tentang perintah kepada umat Islam 
untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah 
kemasyarakatan. 
Menurut Ayatullah Imam Khomaeni, Majelis ini bertugas menyusun program-
program bagi departemen (kementrian) dalam rangka aturan-aturan Islam. 
Dengan demikian majelis Syura akan menetukan bagaimana kualitas dan 
kuantitas pelayanan publik yang akan diberikan oleh negara kepada 
rakyatnya.36 
                                                          
34Republik Islam Iran, Konstitusi 1979. Bab VII, pasal 107 
35Ibid. Bab VIII, Pasal 110 
36Ayatullah Khomaeni, Islamic Goverment. op,cit. h 48-49 
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2. Dewan Perwalian (Shiraya Nigahban), dewan ini mempunyai tugas utama 
untuk menjamin agar keputusan-keputusan majelis Syura tidak mengabaikan 
ajaran-ajaran islam atau prinsip-prinsip konstitusi. Dewan Perwalian ini terdiri 
dari 12 anggota, yang terdiri dari 6 fuqaha yang diangkat rahbar atau 
pemimpin spritual dan enam orang ahli hukum yang pakar dalam berbagai 
cabang hukum dari antara para ahli hukum muslim. 
3. Majelis Ahli (Majeles-e Khubreqan), Tugas majelis ini hanyalah memilih dan 
atau memberhentikan rahbar, serta mengontrol rahbar dalam menjalankan 
kewenangannya sebagai wakil dari Imam Mahdi. Majelis ini terdiri dari 73 
ulama senior yang dipilih langsung oleh rakyat dalam sebuah pemilihan 
umum. 
Untuk kekuasaan eksekutif tertinggi negara dalam sistem wilayatul faqih 
dipegang oleh seorang Presiden yang masih berada dibawah garis kekuasaan rahbar.37 
Dalam kontitusi Republik Islam Iran mengatur syarat-syarat seorang presiden, 
diantaranya ialah mesti orang Iran baik ditinjau dari asal-usulnya maupun 
kebangsaannya, taat beribadah, serta ia harus memiliki ”sebuah kepercayaan yang 
menyakinkan terhadap prinsip-prisip fundamental Republik Islam Iran, dan mazhab 
pemikiran resmi di Negara Ini”.38 Bahkan dalam sesi pelantikan Presiden terpilih 
diucapkan sumpah yang berbunyi “...saya akan melindungi mazhab pemikiran resmi 
                                                          
37Noor Arif Maulana, “Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-I faqih” (cet, I:jogyakarta: 
Kreasi Wacana) h.174 
38Republik Islam Iran, op.cit. Bab IX, pasal 115 
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negara ini...”39 hal inilah yang membuat Iran sangat berbeda dengan negara-negara 
lain yang ada diseluruh dunia. 
Adapun tugas-tugas presiden yang mesti dijalankan dalam pemerintahan 
negara adalah sebagai berikut: 
1. Bertanggungjawab terhadap penerapan konstitusi 
2. Pengaturan ketiga cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) 
3. Memimpin kekuasaan eksekutif, kecuali dalam hal-hal yang secara langsung 
menjadi tanggungjawab rahbar.40 
Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, dengan 
masa jabatan empat tahun, dan bisa dipilih kembali hanya untuk satu periode 
berikutnya. Walaupun presiden memiliki kekuasaan eksekutif tapi kebijakannya 
masih bisa ditolak oleh rahbar,41 yaitu jika rahbar memandang kebijakan-kebijakan 
presiden bertentangan dengan ajaran Islam dan Konstitusi negara. 
Pemegang eksekutif lain adalah Perdana Menteri, perdana menteri diusulkan 
oleh presiden kepada Majelis Syura, setelah disetujui oleh majelis Syura baru 
kemudian presiden mengesahkan Perdana Menteri tersebut. Perdana Menteri 
memiliki wewenang untuk membentuk kabinet. Namun setelah pemilihan presiden 28 
Juli 1989, jabatan Perdana Menteri dihapus dan diganti menjadi wakil presiden. 
                                                          
39Ibid., Bab IX, pasal 121 
40Ibid., Bab IX, pasal 114 
41Noor Arif Maulana, op, cit.h.174 
53 
 
Penghapusan Perdana Menteri dimaksudkan untuk menghindari dualisme kekuasaan 
eksekutif.42 
Untuk lembaga yudikatif dipegang oleh Dewan Kehakiman tertinggi Nasional 
atau Mahkamah Agung, yang diangkat oleh rahbar, serta pengadilan tinggi dan 
pengadilan rendah yang ditunjuk oleh mahkamah Agung. Untuk Menteri Kehakiman 
ditinjuk oleh presiden dengan usulan dari kepala Mahkamah Agung. Tugas Mentri 
Kehakiman adalah menjaga hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara legislatif 
dan eksekutif dan masalah-masalah hukum. Untuk jaksa penuntut umum dan kepala-
kepala pengadilan semua harus berasal dari ahli-ahli hukum Syiah.43 
Selain dari trias politika yang dijelaskan penulis di atas, Republik Islam Iran 
juga memiliki beberapa dewan yang menjadi ciri khas pemerintahan revolusioner 
yang sangat berperan dan berpengaruh, yaitu : 
1. Dewan Revolusi yang bertugas sebagai pasdaran atau pasukan pengawal 
revolusi. 
2. Dewan politik dan ekonomi yang dihubungkan dengan mesjid-mesjid yang 
tersebar diseluruh Iran. 
3. Pemimpin agama yang ditempatkan dimesjid-mesjid yang berfungsi sebagai 
administrator lokal. Mereka bertugas menyediakan makanan, pakaian, dan 
membagikannya kepada masyarakat yang tidak mampu, menjalankan 
                                                          
42Riza Shihbudi, Biografi Politik, op, cit., h. 84 
43Noor Arif Maulana, op, cit 174 
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pengadilan tongkat lokal, mengumpulkan zakat dan khumus, serta berfungsi 
sebagai pasdaran didaerahnya.44 
Untuk lebih jelasnya mengenai struktur pemerintahan Republik Islam Iran 
berdasarkan sistem wilayatul faqih dapat diliat pada bagan berikut ini. 
Bagan 2. Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran  
 
                                                          
44Ibid. 
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BAB IV 
DEMOKRATISASI DI REPUBLIK ISLAM IRAN 
A. Demokrasi dalam Pandangan Ayatullah Imam Khomaeni 
Hubungan  antara  Islam  dan  demokrasi  atau  dengan  kata  lain,  potensi 
demokrasi  Islam  sebagai  sebuah  agama,  budaya,  dan  peradaban,  cukup  
sering menjadi bahan perdebatan yang hebat dan bahan diskusi yang menarik 
dikalangan para  intelektual  muslim  ataupun  para  intelektual  orientalis.  Seiring  
dengan  itu tuntutan  demokrasi  sebagai sistem pemerintahan cukup  santer  kita  
dengar  dari  berbagai  aspek  kehidupan masyarakat  dipenjuru  dunia  tidak  
terkecuali  Indonesia  yang  mayoritas  Muslim. Bila  ditelususri  buku-buku  yang  
berkaitan  dengan  topik  demokrasi  dan  sistem pemerintahan   yang   ditulis   
oleh   pemikir   Muslim   kontemporer,   maka   akan ditemukan begitu banyak 
kontroversi dan silang pendapat. 
Demokrasi saat ini mencoba meruntuhkan bangun pemikiran umat muslim 
sehingga memunculkan pertanyaan sederhana. Haruskah kita yang hidup pada 
zaman dengan tingkat peradaban yang sudah demikian maju dan telah mampu 
mengatur kehidupan kita bernegara dengan cara yang lebih baik, masih harus 
jalan  di  tempat  atau  mencontoh  model  atau  pola  kehidupan  bernegara  pada 
zaman  Rasul  dan   Al-Khulaf  al-Rasydin  yang  ternyata   masih   demikian 
sederhana dan belum memiliki pola baku dan andal.1 
                                                            
1Munawir  Sjadzali,  Islam  dan  Tata  Negara:  Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran,  (Edisi  
Ke-V Jakarta: UI-Press, 1993), hlm. 172.  
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Dibalik keperkasaan demokrasi, sebenarnya ia masih menyimpan  banyak  
keraguan  dan  kontroversial  bagi  banyak  kalangan  umat Islam.  Kecaman  
terhadap  demokrasi  sering  kali  mencuat  di  kalangan masyarakat  dan pemikir 
muslim ini terbukti dari beberapa buku-buku  yang  berkaitan  dengan  topik  
demokrasi dalam Islam untuk menyebut beberapa pemikir muslim-seperti, 
Jamaluddin al-Afghani,  Muhammad  Abduh,  Muhammad  Rasyid  Ridha,  Abu  
al-A'la  al- Maududi,   Ayatullah   Imam   Khomeini,  Ali   Abd   Rizq,   Hasan   
Hanafi, Muhammad   Arkoun,   Muhammad   Syahrur,   Muhammad   Abid   al-
Jabiri, Abdullahi  Ahmed  an-Na'im  atau  dari  Indonesia  muncul  orang-orang  
seperti Muhammad  Natsir,  Hamka,  Agus  Salim,  Hasbi  as-Shidiqi,  
Abdurrahman Wahid, Muhammad Amien Rais, Nurcholis Madjid, Emha Ainun 
Nadjib, Ulil Absar Abdalla dan lain sebagainya maka kita akan menemukan 
begitu banyak konteroversi dan silang pendapat di dalamnya.  
Para pemikir di atas beranggapan   bahwa   antara   demokrasi   dan   Islam   
tidak memiliki   keterkaitan   sama    sekali,   Islam    tidak   mengenal    
demokrasi. Sementara  sebagian  yang  lain  berpendapat  bahwa  demokrasi  
adalah  bagian dari  Islam.  Demokrasi  adalah  suatu  keharusan  yang  tidak  
boleh  tidak,  ia adalah   syarat   mutlak   bagi   kemajuan   peradaban   suatu   
bangsa. Adapun kelompok  yang  terakhir  berpendapat  bahwa  antara  demokrasi  
dan  Islam terdapat pertautan sekalian perbedaan.2 
                                                            
2Kifralwi  Suparda,  Islam  dan  Demokrasi  dalam  Pandangan  Muhammad  Abid  Al-
Jabiri dan Abu  Al-A' la  Maududi,  Skripsi,  Fakultas  Syari'ah  UIN  Sunan  Kalijaga:  2007,  hlm.  
14 (tidak diterbitkan).  
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Demokrasi dinobatkan sebagai sistem pemerintahan yang mendunia saat 
ini , dan hal tersebut yang akan menjadi kajian penulis. Demokrasi sangat menarik 
jikalau hal ini dilihat dari prespektif seorang tokoh besar, tokoh yang sejak 1979 
menggegerkan dunia dengan revolusi yang ia prakarsai di Negara Republik Islam 
Iran yakni Ayatullah Imam Khomaeni. Jika Demokrasi hadir sebagai simbol 
pemerintahan yang berada di Barat maka beliau menawarkan sistem pemerintahan 
yang tidak kalah dari Bangsa Barat yang dinamai Sistem Wilayatul Faqih. 
Bangsa Barat maju dengan sistem Demokrasi yang mereka anut dan itu 
harus diakui, hanya saja hal tersebut tidak bisa dipaksakan untuk dianut oleh 
Negara-negara lain sebab history serta kearifan Negara-negara diseluruh dunia 
sangat berbeda. Sistem Demokrasi bukan tanpa kekurangan, sistem tersebut tidak 
bisa menjawab krisis moralitas yang sangat menonjol dibidang sosial dan politik. 
Hal demikian, terlihat dari prespektif kebebasan yang yang dianut oleh sistem 
demokrasi itu sendiri. 
Berdasarkan pembahasan di atas tentang Demokrasi maka penulis 
mencoba menjelaskan tentang bagaimana Imam Khomaeni Memandang 
Demokrasi dengan beberapa gagasan-gagasan politik beliau, baik secara 
argumentatif maupun tindakan semasa hidupnya. Untuk lebih mudah memahami 
tulisan ini, penulis membagi 2 pemahaman tentang  Demokrasi  yakni Demokrasi 
Liberal seperti yang dianut oleh Negara-Negara Barat dan Demokrasi Religius, 
yang dianut oleh Negara Republik Islam seperti Iran.  
Imam Khomaeni dalam sejarah melawan sebuah rezim yang sangat 
diktator, hal itu dimuluskan dengan sistem monarki yang dianut oleh Iran sejak 
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dinasti Syah berkuasa. Monarki dalam beberapa kajian disebut sebagai sistem 
yang tidak pro terhadap demokrasi sehingga dalam perjalannya banyak mendapati 
hambatan untuk berkembang. Imam Khomaeni tampil sebagai tokoh pemersatu 
karena ia dianggap sebagai seorang pejuang yang konsisten, dan tidak mengenal 
kompromi dalam menentang monarki.3 Awal Imam Khomaeni memulai 
perjuangannya dengan meruntuhkan rezim monarki.  
Revolusi Islam Iran pecah menandakan bahwa rezim monarki akan 
tergantikan dengan rezim yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 
Struktur politik iran mengalami perubahan secara besar-besaran sejak berakhirnya 
kekuasaan shah.4 Babak baru Negeri Mulah dimulai dengan sebuah berbedatan. 
Sebelum jatuhnya Shah, misalnya ayatullah Shariat-Madari pernah menyatakan 
masih bisa menerima bentuk monarki sedangkan Imam Khomaeni sama sekali 
tidak menghendaki bentuk monarki.5 
Penolakan sistem monarki bukan tanpa alasan, Imam telah menyiapkan 
sistem yang dikenal sistem wilayatul faqih yang telah panjang lebar dijelaskan 
pada Bab sebelumya. Hanya saja, sistem wilayatul faqih dinilai radikal sebab 
pemerintahan ditangan seorang ulama/fuqaha sehingga ada spekulasi yang 
mengatakan bahwa apa bedanya dengan sistem monarki yang mana kekuasaan 
tertinggi dipegang oleh seorang raja. Namun hal ini terjawab dengan sendirinya 
                                                            
3Riza Shihbudi. Dinamika Revolusi Islam Iran, (cet I; Jakarta: Pustaka Hidayah,1996) h. 
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4Inu Kencana dan andi azikin, Perbandingan Pemerintahan. (cet, III ; bandung: refika 
aditama, 2011) h. 65. 
5ibid., h. 92 
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ketika naiknya Ayatullah Sayyid Ali Khemene’i sebagai rahbar melalui pemilihan 
yang dilakukan oleh Majelis  Ahli. Hal ini dilandaskan pada konstitusi 1979 : 
Manakala ada salah seorang fuqaha memiliki kualifikasi dan spesifikasi 
seperti yang disebutkan dalam konstitusi pasal 5, ia diakui sebagai marja; 
dan pemimpin melalui mayoritas rakyat yang menetukan(sebagaimana 
yang telah berlaku pada marja’ taklid Ayatullah al-uzhma Imam 
KHomaeni), ia akan memimpin pemerintahan dan seluruh tanggungjawab 
akan timbul dari faktor itu...6 
 
Seorang Rahbar terpilih melalui pemilihan Majelis Ahli, sedangkan orang-
orang yang berada di Majelis Ahli pun juga melalui pemilihan umum dari rakyat. 
Berdasarkan gagasan di atas penulis melihat bahwa Imam Khomaeni  
mencetuskan sistem Wilayatul Faqih sangat hati-hati dengan tidak mengabaikan 
hak-hak rakyat sebagai salah satu instrumen kenegaraan. Demokrasi bukanlah 
satu-satunya sistem politik yang menjunjung tinggi hak-hak rakyat dalam 
menjalankan pemerintahan karena buktinya ternyata wilayatul faqih yang di Iran 
adalah sistem yang menjunjung tinggi hak-hak rakyat. 
B. Demokrasi di Republik Islam Iran pasca Revolusi 
Ekstremisme agama yang ditawarkan dari konsep wilayatul faqih seolah-
olah tidak menjadi batu penghalang dalam mempraktekkan pilar demokrasi yang 
kita sebut dengan pemilu. Republik Islam Iran hanya satu-satunya Negara yang 
menjalankan sistem wilayahtul faqih dengan baik dan tepat. Pemilu di Republik 
Islam Iran pasca revolusi pecah sudah terselenggara sebanyak 9 kali (1980, 1984, 
1989, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012). Berdasarkan hal tersebut penulis 
memiliki asumsi bahwa di Negara tersebut demokratisasi berjalan dengan lancar. 
Terselenggaranya pemilu sebanyak 9 kali di Negeri Mullah menjadi bukti bahwa 
                                                            
6Repubik Islam Iran, Konstitusi 1979, BabVII, pasal 107 
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kepemimpinan dalam pemerintahan para Ulama tidak luntur dan memiliki 
tanggapan yang  baik dari rakyat.   
Dalam struktur kekuasaan politik yang berlaku di iran saat ini, jabatan 
Presiden menempati peringkat kedua setelah jabatan pemimpin atau Imam. 
Namun bila dibandingkan dengan jabatan Imam, jabatan Presiden lebih bersifat 
terbuka. Dalam artian bahwa seorang Presiden Iran dipilih secara langsung oleh 
rakyat melalui suatu pemilihan umum, empat tahun sekali.7 Berbeda dengan 
seorang Imam yang harus melalui beberapa seleksi.  
Presiden pertama Iran pasca revolusi yakni Abol-Hassan Banisadr, masa 
jabatan beliau termasuk singkat kurang lebih 2 tahun. Awal masa jabatannya pada 
tanggal 4 Februari 1980 dan berakhir pada tanggal 22 Juni 1981. Abol-Hassan 
Banisadr termasuk dalam salah satu cendikiawan modern yang terpengaruh 
pandangan Ali Syariati.8 Dalam pemilu pertama tersebut Abol-Hassan Banisadr 
menang 80% suara rakyat.9 Konflik antar Abol-Hassan Banisadr dengan para 
Mullah yang tergabung dalam Partai Republik Islam(PRI) menjadikan beliau 
tergeser dari tanggkuh pemerintahannya. 
Perdana Mentri Iran Mohammad Ali Rajai memiliki kisah yang sangat 
tragis karena hanya memimpin Iran selama 14 hari. Sebagai Presiden kedua di 
Republik Islam Iran yang menggantikan Abol-Hassan Banisadr, beliau terpilih 
dengan mendapatkan suara rakyat sebanyak 85% rakyat Iran. Beliau juga menjadi 
                                                            
7 Riza Shihbudi. Op, Cit. h. 94 
8J. Esposito and John O. Voll. Demokrasi Di Negara-negara Muslim: Problem dan 
prospek, (cet I; Bandung: Mizan, 1999) h. 85 
9Riza Shihbudi. Op, Cit. h.63 
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pilihan serta disukai oleh Ayatullah Imam Khomaeni.10 Di Usia 48 Tahun beliau 
terbunuh yang disebabkan oleh ledakan bom pada tanggal 30 Agustus 1981.11 
Sehingga harus memaksa Iran kembali melakukan pemilu.  
 Terbunuhnya Mohammad Ali Rajai menjadi pertanda bahwa masih 
banyak orang-orang pada menyimpan kebencian terhadap Revolusi yang terjadi. 
Namun, hal tersebut tidak membuat Imam Khomaeni menyerah untuk kembali 
mengibarkan bendera tauhid. Pemilu kembali diselenggarakan untuk memilih 
pengganti Mohammad Ali Rajai. 
Salah satu bukti kokohnya bangun politik serta matangnya seorang Imam 
Khomaeni dalam membangun Republik Islam, 33 hari setelah ledakan bom yang 
merenggut nyawa Mohammad Ali rajai, Rakyat Iran kembali berbondong-
bondong menuju tempat pemungutan suara.12 Dalam pesta demokrasi tersebut 
sosok ulama yang berasal dari Iran Utara yakni Hojjat Ul-Islam Seyyed Ali 
Hussein Khamenei terpilih menjadi seorang presiden.13 Setidaknya ada Masa 
jabatan yang diemban oleh beliau selama delapan tahun, terpilih sebagai presiden 
pada pemilu tahun 1981 dan tahun 1985. Diperiode pertamanya Ayatullah Ali 
Khemenei menjadi seorang presiden mengalimi beberapa rintangan salah satunya 
                                                            
10http://www.nytimes.com/1981/09/01/obituaries/mohammad-ali-rajai-iran-s-
president.html diakses pada tanggal 18 Oktober 2013 jam 11.34. 
11ibid 
12http://indonesian.irib.ir/headline2/-/asset_publisher/0JAr/content/10-mehr-pilpres-
ketiga-iran-dan-ayatullah-khamenei-terpilih-sebagai-presiden/pop_up diakses pada tanggal 1 
November 2013 pada pukul 22.08. 
13 Riza Shihbudi. Op, Cit. h.93 
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adalah adanya beberapa pihak oposisi yang mencoba menggoyahkan rezim 
Mullah.14  
Pesta demokrasi pada tahun 1985 di Iran menjadi panggung yang sangat 
meriah dikarenakan nama yang dicanangkan untuk maju menjadi Presiden 
sebanyak 50 tokoh politik, baik dari kalangan Mullah maupun kalangan Non 
Mullah. Seleksi dilaksanakan oleh Dewan perwalian yang berkesimpulan hanya 
ada tiga calon yang dianggap memenuhi kriteria, mereka adalah Ali Khemenei( 
Presiden), Mahmoud Mustafavi kashani( ahli Hukum) dan Habibollah 
Asgarowladi( Bekas Mentri Perdagangan). Hasil dari pemilu 24 agustus 1985 
kembali memudahkan Imam Ali Khemenei menjadi seorang presiden dengan 
memperoleh suara sebanyak 86% rakyat iran.15  
Pada masa akhir kepemimpinan Presiden Ali Khenemei, Iran berduka 
dengan wafatnya Rahbarnya Ayatullah Imam Khomaeni pada Hari Ahad 3 Juni 
1989/29 Syawal 1409 H.16 Iran tak dapat dipisahkan dengan Imam Khomaeni 
begitupun dengan Imam Khomaeni yang tak dapat dipisahkan dengan Iran, 
begitulah kesan banyak orang. Satu pertanyaan tentang siapa pengganti Imam 
Khomaeni sudah terjawab. Hanya sekitar 20 jam setelah wafatnya sang Imam, 
Presiden Hojjatul Islam Sayyed Hussein Ali Khamenei yang berusia 49 tahun, 
dipilih oleh Dewan Ahli (Majlise Khibrigan) sebagai pengganti Imam 
Khomaeni.17  
                                                            
14 Ibid. h. 95. 
15 Ibid 
16 Ibid. h. 187 
17 Riza Shihbudi. Op, Cit. h.154 
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Terpilihnya Ayatollah Imam Khomaeni kembali meneguhkan eksistensi 
Republik Islam Iran. Pada awalnya orang-orang ragu atas kepemimpinan beliau 
mengingat beliau tergolong Ulama yang masih muda, masih banyak Ulama-ulama 
senior diatasnya serta images beliau sebagai salah satu tokoh moderat dan realistis 
dikalangan masyarakat Iran. Namun, konon sebelum Ayatullah Imam Khomaeni 
wafat, beliau sudah menyatakan dukungannya pada Pemilihan Ali Khamenei 
sebagai pemimpin tertinggi baru Iran. 
Iran kini memiliki wajah baru dalam menjalani roda pemerintahan hari-
hari kedepan, Ayatullah Imam Khemenei kini menjadi seorang Pemimpin 
Agung(Rahbar) menggantikan sosok yang mulia nan agung yakni Ruhullah 
Ayatullah Imam Khomaeni. Pengamat politik banyak beranggapan bahwa 
sepeninggal Imam Khomaeni maka Iran akan bergejolak, semua lawan-lawan 
Politik Imam Khomaeni akan kembali menghidupkan nafsu-nafsu kekuasaannya. 
Namun, hal tersebut tidak terlaksanakan dikarenakan Ayatollah Imam Khamenei 
mampu melaksanakan demokratisasi dan keterbukaan politik di Iran pasca-Imam 
Khomaeni.  
Pada tanggal 28 Juli 1989, Iran melaksanakan pesta Demokrasi yang 
ketiga. Dalam suksesi politik di Iran 1989, dua nama yang masuk dalam bursa Ali 
Akbar Hashemi Rafsanjani dan Dr. Abbas Sheibani. Pergolakan politik di Iran 
sangatlah sengit, sebab adanya pendikotomian antara kubu Mullah (konservatif) 
dan kubu Nasionalis-liberal (Reformis). Hasilnya dari pemilu 1989 memenangkan 
Ali Akbar Hashemi Rafsanjani dari kubu Mullah menjadi seorang Presiden di 
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Iran. Sebelum memangguh jabatan Presiden, beliau juga adalah mantan Ketua 
majelis dan Panglima Angkatan Bersenjata.18 
Masa transisi Iran dari Ayatullah Imam Khomaeni kepada Ayatullah Imam 
Ali Khamenei dimasa pemerintahan Presiden baru Ali Akbar hashemi Rafsanjani 
terjadi sebuah hal yang sangat menarik. Amandemen Konstitusi Iran dengan 
menghilangkan Perdana Mentri dan menggantinya dengan Wakil presiden. Hal ini 
membuktikan ternyata Konstitusi Iran 1979 termasuk yang fleksibel dan 
Demokrasi. Kendati dalam Konstitusi yang penulis jelaskan di Bab sebelumnya 
bahwa Konstitusi Iran bersandar pada Al-Quran dan Hadits Nabi, tapi sama sekali 
tidak dianggap sebagai suatu yang sakral, sehingga peluang untuk merevisi sangat 
dimungkinkan. 
 Mengikuti jejak Ayatullah Imam Ali Khemenei sebagai presiden yang 
menjabat selama dua periodesasi pemerintahan, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani 
juga mampu menarik hati rakyat Iran sehingga dalam pemilu 1989 dan 1992 
beliau mampu terpilih jadi Presiden.  
Demokratisasi di Iran kembali berlanjut dengan terpilihnya Muhammad 
Khatami sebagai presiden dalam pemilu yang keenam dan kemudian sebagai 
Presiden pada 23 Mei 1997. Muhammad Khatami adalah sosok Presiden yang sangat 
dekat dengan pemuda dan perempuan,  ini terbukti ketika pemilihan Presiden Muhammad 
Khatami mendapatkan perolehan suara dari pemuda dan perempuan yang sangat 
signifikan.19 
                                                            
18 Ibid. h. 173 
19 http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Khatami diakases pada tanggal 2 November  
2013 pukul 21.49. 
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Pergolakan antara kubu Konservatif dan kubu Reformis dalam momentum 
politik di Iran tidak pernah berhenti. Pada pemilu kali ini, Muhammad Khatami 
dianggap sebagai presiden reformis pertama di Iran karena kampanyenya 
memfokuskan pada penegakan hukum, demokrasi dan pencakupan seluruh rakyat 
Iran dalam proses perencanaan politik. 
Sebelum menjadi presiden, Khatami menjabat sebagai anggota parlemen 
(1980-1982), pengawas Institut Kayhan, Menteri Budaya dan Penuntun Islam 
(1982-1986, kemudian pada periode kedua dari 1989-1992, ketika dia 
mengundurkan diri), kepala Perpustakaan National Iran (1992-1997), dan anggota 
Dewan Agung Revolusi Kebudayaan.20 
Muhammad Khatami mempunyai gelar sarjana muda filsafat Barat, tetapi 
membatalkan kuliah sarjana Pendidikan Sains untuk menyelesaikan studi sains 
Islamis di Qom selama tujuh tahun hingga mencapai level tertinggi, Ijtihad. 
Kemudian, dia menuju Jerman untuk mengetuai Pusat Islamis Hamburg dan 
tinggal di negeri itu hingga revolusi Iran.Perserikatan Bangsa-Bangsa 
mencanangkan tahun 2001 sebagai Tahun Dialog Peradaban PBB, atas saran 
Khatami.21 
Pada tanggal 3 Agustus 2005, Jabatan Muhammad Khatami sebagai 
Presiden diserah pada Presiden baru, Mahmoud Ahmadinejad. Mahmoud 
Ahmadinejad adalah mantan aktivis pemuda Iran yang bergabung dalam 
organisasi Persatuan Mahasiswa Iran di Universitas Ilmu Teknologi Iran(IUST). 
                                                            
20 Ibid.  
21 Ibid. 
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Beliau bergabung dengan teman-teman kuliahnya dijurusan teknik Sipil.  Setelah 
lulus S1, beliau melanjutkan S2 dikampus yang sapa pada Tahun 1986.  
Iran kini dipimpin oleh sosok yang baru setelah selama delapa tahun 
dibawah kepemimpinan Muhammad Khatami. Mahmoud Ahmadinejad adalah 
presiden keenam Republik Islam Iran dan memperoleh 61.91% suara pemilih 
pada pilpres Iran tanggal 24 Juni2005.22 Pada pemilu 2009 beliau kembali menang 
meraih 20juta suara atau 68,8%,Mousavi meraih 10 juta suara, atau 32,6%, Mehdi 
Karroubi serta Rezaie masing-masing 2% suara.23 
Terpilihnya Mahmoud Ahmadinejad sebagai Presiden Iran kedua kalinya 
mengalami insiden, adanya tudingan kecurangan yang dilontarkan oleh kandidat 
yang kalah ataupun negara-negara barat. Kecurangan tersebut terjadi di 50 kota 
yang ternyata diketahui jumlah yang memilih lebih banyak daripada jumlah warga 
yang memiliki hak pilih. Namun pada waktu insiden tersebut bergelinding, 
Ayatullah Ali Khamenei sebagai Pemimpin Agung (Rahbar) mengambil tindakan 
yang tegas bahwa tidak ada manipulasi pemilu secara sistematis. Pemerintah Iran 
menuding bahwa aksi protes massal pendukung oposisi di jalanan dikendalikan 
oleh pihak Asing. 
Karier politik Mauhmoud Ahmadinejad dimulai dari menjadi Wali Kota 
tehran pada Mei 2003. Dalam masa tugasnya, dia mengembalikan banyak 
perubahan yang dilakukan wali kota-wali kota sebelumnya yang lebih moderat 
                                                            
22(Inggris)Mahmoud Ahmadinejad di globalsecurity.org diakses pada tanggal 3 
November 2013 pukul 20.58 
23 Ardison Muhammad.  Sejarah Persia dan Lompatan Masa Depan Negeri Kaum 
Mullah. (cet,I; Surabaya:Liris Penerbit, 2010). h. 168 
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dan reformis, dan mementingkan nilai-nilai keagamaan dalam kegiatan-kegiatan 
di pusat-pusat kebudayaan. 
Presiden Mohammad Khatami pernah melarangnya menghadiri pertemuan 
Dewan Menteri, suatu hak yang biasa diberikan kepada para wali kota Teheran. 
Hal ini dikarenakan pada waktu Khatami menuju Universitas Teheran, Khatami 
terjebak macet. Khatami mengkritik Ahmadinejad yang saat itu menjabat wali 
kota Teheran. Namun bukannya tergesa-gesa membereskan masalah tersebut, 
Ahmadinejad justru berkata: "Bersyukurlah karena presiden kita telah merasakan 
kehidupan rakyatnya yang sesungguhnya". Namun Ahmadinejad tetap santai 
menghadapi larangan tersebut.24 
Presiden Iran yang satu ini sangat berbeda dengan Presiden sebelumnya. 
Suaranya yang lantang mampu menghentakkan Amerika hingga Eropa. Hal ini 
terbukti tak kala beliau mengkritik keras PBB dalam pidatonya, mempersoalkan 
hak veto yang dimiliki lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.25 Seperti apa 
yang disuarakan oleh Soekarno beberapa tahun silam di PBB.26  
Ahmadinejad adalah tokoh yang sangat gigih menentang sistem ekonomi 
dan struktur dunia yang tidak adil seperti yang berlaku sekarang ini (Amerika dan 
Sekutunya). Karenanya ketika dunia mengalami krisis finansial, Ahmadinejad  
langsung bersuara lantang terhadap tatanan ekonomi dunia yang diciptakan 
negara-negara maju. Dia menyatakan bahwa “krisis tersebut merupakan akhir 
                                                            
24 http://id.wikipedia.org/wiki/Mahmud_Ahmadinejad diakses pada tanggal  5 November 
pukul 20.15. 
25 Ardison Muhammad. Op.cit.  h. 151 
26 Ibid. 
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Kapitalisme”.27 Keyakinan semacam ini dapat dirunut kembali pada cita-cita 
revolusi Islam pada Tahun 1979, yang berusaha dibangkitkan kembali oleh 
Ahmadinejad sejak ia berkuasa pada Tahun 2005. 
Berita di Tempo mengabarkan, menjelang peringatan tiga puluh tahun 
Revolusi Islam iran, Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyatakan 
keinginannya membangun dialog antara Washington dan Tehran dalam beberapa 
bulan kedepan. Presiden Republik Islam Iran, Mahmoud Ahmadinejad pun 
menyambutnya dan bersedia berdialog sepanjag dalam suasana saling 
menghormati. Bangsa iran akan menyambut yang sesungguh dan siap berdialog 
dalam suasana persamaan dan saling menghormati, katanya.28 
Membicarakan Mahmud Ahmadinejad sama halnya membicarakan 
program Nuklir Iran. Kecaman demi kecaman terus menerjang beliau berkaitan 
dengan Program Nuklir Iran. Kecaman pertama datang dari Ayatollah Hossein Ali 
Montazeri. Beliau menyatakan bahwa sangat perlu bertindak logis terhadap 
musuh dan tidak memprovokasi. Bagi Montazeri, ekstremisme tidak berbuah baik 
untuk rakyat.Iran menegaskan bahwa pengembangan teknologi nuklir merupakan 
hak yang tidak bisa disangkal meskipun Dewan Keamanan PBB mengeluarkan 
resolusi yang menuntut Iran untuk menghentikan program pengayaan uranium. 
Ahmadinejad mendapat kritikan dari kalangan konservatif maupun reformis 
mengenai kebijakan ekonominya dan cara dia menangani isu nuklir Iran. 
 
                                                            
27Ibid. h. 155 
28http://www.tempo.co/read/flashgrafis/2009/02/11/120/Tiga-Puluh-Tahun-Revolusi-
Islam-Iran diakses pada tanggal 7 November 2013 pada pukul 23.06. 
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Masa pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad telah berakhir, saatnya iran 
kembali melakukan pesta demokrasi yang jatuh pada tanggal 14 Juni 2013. Dalam 
pemberitaan dimedia massa, kandidat Presiden Iran pada Tahun 2013 ini ada 6 
orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Mulai dari politisi, 
akademisi, hingga mantan aparat kepolisian. 
Nama-nama kandidat Presiden Iran yang maju dalam pertarungan politik, 
adalah sebagai berikut: 
1. Saeed Jalili, berusia 47 tahun, merupakan calon unggulan yang dinilai 
dekat dengan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei 
2. Mohammad Baqer Qalibaf, berusia 51 tahun, dianggap sebagai 
kandidat unggulan lainnya dari kalangan konservatif dan telah 
bersumpah untuk memperbaiki perekonomian Iran yang sedang 
limbung dalam dua tahun 
3. Ali Akbar Velayati, berusia 67 tahun, adalah seorang politikus utama 
kalangan konservatif dan diplomat veteran, yang telah menjabat sebagai 
penasihat urusan internasional untuk Khamenei sejak Agustus 1997. 
4. Mohsen Rezai, berusia 58 tahun, meraih gelar doktor di bidang 
ekonomi dan   merupakan seorang pengecam mismanagement ekonomi 
Ahmadinejad. Dia bersumpah, jika terpilih, akan mengekang inflasi dan 
pengangguran. 
5. Hassan Rowhani, berusia 64 tahun, seorang yang secara agama moderat 
dan satu-satunya ulama yang menjadi peserta pemilu. Dia adalah juru 
runding nuklir pada masa presiden reformis Mohammad Khatami. 
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6. Mohammad Gharazi, berusia 72 tahun, adalah kandidat tertua dan 
paling tidak dikenal. Dia menjabat menteri pada masa Rafsanjani dan 
pada era pemimpin oposisi serta mantan Perdana Menteri Mir Hossein 
Mousavi, yang saat ini berada dalam tahanan rumah.29 
Pemilihan Presiden pada tanggal 14 Juni 2013, jumlah pemilih yang 
memberikan suara cukup besar mencapai 75 persen dari 50,5 juta pemilih. Ini 
menandakan bahwa Rakyat Iran telah menikmati demokrasi. Penghitungan suara 
menunjukkan Hasan Rowhani menjadi pemenang dalam pemilu dengan 
memperoleh 17.613 juta suara dari 35.458 juta suara sah. 
                                                            
29http://internasional.kompas.com/read/2013/06/14/1029264/Enam.Kandidat.Tersisa.Maj
u.dalam.Pilpres.Iran.Hari.Ini diakses pada tanggal  8 November pukul  00.46. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan di atas, pembahasan tentang   
Analisis Konsep Wilayatul Faqih dalam Pemikiran Politik Imam Khomaeni, dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut:  
Konsep Wilayatul Faqih yang digagas oleh Ayatullah Imam Khomaeni adalah 
hasil khanasah pemikiran dalam dunia Islam untuk menjawab permasalahan yang 
hadir ditengah-tengah umat Islam dari bidang Pemerintahan. Wilayatul Faqih sebagai 
bentuk pemerintahan menggunakan bentuk Republik Islam. Yaitu sebuah bentuk 
pemerintahan yang menggabungkan gagasan politik Demokrasi dengan konsep-
konsep Islam tentang pemerintahan. Kekuasaan tertinggi berada ditangan seorang 
Ulama yang menjadi pemimpin spritual atau disebut Rahbar. Adapun struktur 
pemerintahan mengambil konsep trias politika yaitu eksekutif, legislatif dan 
yudikatif. 
Posisi ulama dalam sistem Wilayatul Faqih adalah pengawal, penafsir maupun 
pelaksaaan hukum-hukum Allah swt., ia merupakan pelanjut dari misi Kenabian  
guna memelihara agama dan urusan dunia. Segala bentuk undang-undang adalah hak 
mutlak Allah swt., seorang Rahbar hanya sebagai pelaksana hukum Allah swt.. 
Dengan kata lain, apapun hasil keputusan dari lembaga eksekutif, legislatif dan 
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yudikatif harus tetap sesuai dan sejalan dengan hukum Allah swt. yang bertujuan 
untuk mewujudkan cita-cita keadilan dimuka bumi. 
Pandangan Ayatullah Imam Khomaeni dalam Wilayatul Faqih tidak 
mengabaikan hak-hak rakyat sebagai salah satu instrumen pemerintahan. Hal ini 
menguatkan penulis bahwa Ayatullah Imam Khomaeni tetap menghargai hak-hak 
rakyat sebagai pilar demokrasi. Adapun pemberian hak bagi rakyat dengan memilih 
pemimpin, baik secara langsung maupun lewat sistem perwakilan melalui berbagai 
pemilu yang diadakan. Selain itu, rakyat diberikan hak untuk menyalurkan lewat 
berbagai saluran yang disediakan oleh mekanisme politik dan negara. Seperti itulah 
pandangan Ayatullah Imam Khomaeni tentang demokrasi yang penulis simpulkan 
dalam skripsi ini. 
Demokrasi nyata yang bisa kita lihat dari buah pemikiran Ayatullah Imam 
Khomaeni yakni diadakannya pemilu sebanyak 9 kali (1980, 1984, 1989, 1992, 1996, 
2000, 2004, 2008, 2012) yang menandakan bahwa peran rakyat juga sangat 
dibutuhkan. Keterlibatan rakyat pada pemilu di Republik Islam Iran setiap tahun 
meningkat, hal ini menandakan bahwa Wilayatul Faqih menjawab segala bentuk 
keraguan tentang pemerintahan Islam yang dinilai sangat otoriter dan seolah-olah 
ingin mengembalikan zaman ini seperti zaman Nabi Muhammad saw.  
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B. Saran-saran 
Penulis sangat menyadari bahwa telaah ini belum cukup mampu 
mengungkapkan secara detail dan komprenshif bagaimana konsep Wilayatul Faqih 
dalam pandangan Ayatullah Imam Khomaeni. Untuk itu perlu kiranya dilanjutkan 
dan dikembangkan lebih jauh studi-studi terkait dengan judul skripsi ini. Oleh karena 
itu, penulis ingin menyampaikan saran-saran kepada pembaca sebagai berikut :  
1. Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, tantangan yang 
dihadapi umat Islam dewasa ini semakin berat. Hendaklah kita tidak 
pernah berhenti melakukan pengkajian terhadap kekayaan ajaran Islam, 
gunakan menemukan bentuk pemerintahan yang ideal dan sesuai dengan 
konteks Indonesia. 
2. Sistem Pemerintahan Islam “Wilayatul Faqih” yang dirumuskan oleh 
Ayatullah Imam Khomaeni dapat kita jadikan sebagai bahan kajian 
komparatif agar kiranya kita mampu merumuskan format pemerintahan 
Islam yang ideal. 
3. Dalam rangka menemukan titik-titik temu tentang Islam dan Demokrasi 
pada konteks kekiniaan dan penerapan maka perlu penelitian yang lebih 
mendalam. 
4. Hendaknya kita tetap terbuka terhadap berbagai pemikiran yang berasal 
dari luar golongan kita, serta tidak tertutup dalam melakukan pengkajian 
sebatas pada apa yang ada dalam golongan kita. 
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